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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilialamin puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa karena kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN
Provins Kepulauan Riau Tahun 2019. Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provins
Kepulauan Riau Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungs instansi selama Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi
dan mencapai vis BKKBN. Laporan Kinerja juga disusun sebagai aat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Provins Kepulaun Riau serta untuk mendapatkan
masukan demi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Selain untuk memenuhi prinsip
akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
ini menyajikan informasi terkait pencapaian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan
Riau berdasarkan indikator kinerja utama dan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian
Kinerja tahun 20109.

Laporan ini juga menyajikan berbagai upaya yang dilakukan Perwakilan BKKBN
Provins Kepulauan Riau dalam rangka mencapai sasaran kinerjanya, termasuk
hambatan/permasalahan yang dihadapi serta bagaimana mengatasi hambatan tersebut.
Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa meridhoi usaha kita bersama serta berharap
laporan ini bermanfaat bagi Program KKBPK.

Batam, Januari 2020
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPIMN (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019. Penguatan implementasi Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama yang
meliputi ke-5 (lima) aspek yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas
penduduk, data dan informasi penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan dilakukan
melalui pengjaman pada tujuan dan sasaran strategis BKKBN yang bermuara pada visi dan
mis pembangunan 2015-2019 pada agenda prioritas pembangunan nomor 5 vyaitu
“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga
pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab
kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan
menyelenggarakan keluarga berencana. Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau
berupaya mengimplementasikan mandat tersebut dengan melaksanakan program
Kependudukan Keluarga Berancana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama
masyarakat Kepulaun Riau. Tujuan akhir yang ingin dicapal adalah terciptanya penduduk
tumbuh seimbang yang ditandai dengan penurunan Lau Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan
terwujudnya keluarga berkualitas. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan
sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai
berikut :

1. Menurunnyaangkakelahiran total (TFR)

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) Modern

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi
jangka panjang (MK JP)

5. Menurunnyatingkat putus pakai kontrasepsi

Dalam rangka mencapai indikator sasaran strategis, perwakilan BKKBN Provins
Kepulauan Riau telah berupaya meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan berbagai
program dan kegiatan bekerjasama dengan mitra kerja terkait baik di tingkat provins

maupun kabupaten/kota.
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Rencana strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran
dari RPIMN, merupakan dasar pelaksanaan programn KKB selama 5 tahun. Upaya yang
berkaitan dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, keluarga dan
masyarakat tersebut dituangkan ke dalam satu program teknis, yaitu Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana serta tiga program generik, yaitu Program Pelatihan dan
Pengembangan BKKBN, Program Dukungan Mangemen dan Tugas Teknis Lainnya dan
Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur BKKBN. Renstra BKKBN tersebut
kemudian dijabarkan sebagai rencana kerja tahunan (RENJA) dimana perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan evaluasinya dialakukan melalui pencatatan dan pengukuran
kinerja yang dilakukan secara rutin. Dengan demikian proses perencanaan program dan
anggaran dapat dilakukan lebih relevan dan terukur karena telah mengacu kepada

perencanaan yang berbasis kinerja.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan anggaran terpadu (unified budgeting).
Dalam pelaksanaannya pembangunan KKBPK diarahkan untuk memenuhi harapan para
pemangku kepentingan (stakeholder) dan mitra kerja, sedangkan pada pemantauan evaluas,
semua kinerja BKKBN telah melaui pengendaian program yang berkesinambungan dan
berkala. Kesemuanya telah didokumentasikan secara baik dan dimanfaatkan sebagai alat
pengendali kinerja. Untuk pengukuran kinerja BKKBN telah disusun Indikator kerja Utama
(IKU).

Sementara itu, langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan program KKBPK di
daerah dilakukan dengan sinkronisass dan pengembangan kegiatan terpadu dan
komprehensif melalui berbagai kegiatan yang telah disosialisaskan kepada kepada
pemerintah daerah yang merujuk pada Renstra BKKBN dan Standar Pelayanan Minimal
(SPM). Dalam memperkuat langkah tersebut di lapangan, dilakukan antara lain melalui (1)
Penguatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja terkait; (2) Sinkronisasi Program
dan Anggaran Pusat dan Daerah; (3) Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang
KB Bagi Kabupaten dan Kota.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. L atar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah
satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda
Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana. Kemudian di dalam strategi Pembangunan Nasional 2015-2019
(Dimens Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang
didalamnya berperan serta pada upaya menyukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan
serta Mental/Karakter (Revolus Mental). Dalam rangka menyukseskan mandat tersebut,
Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau, berupaya menjawab dan merespon berbagai
persoalan yang terjadi dengan berbaga terobosan dan inovas untuk melaksanakan
pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bersama

masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2019, BKKBN mendapat amanah untuk ikut mendukung
keberhasilan 4 (empat) Program Prioritas Nasional (Pro-PN), yaitu (1) pemenuhan
ketersediaan alokon (alat dan obat kontraseps) di fasilitas kesehatan (faskes); (2) upaya
pencegahan stunting dengan cara preventif/promotif terhadap keluarga yang memiliki
Baduta pada 1000 hari pertama kelahiran; (3) pembinaan/penguatan peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi Kesehatan Reproduksi dan Gizi bagi Remaa Putri sebagai calon ibu;
serta (4) promosi dan konseling K esehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan K ependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran
huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN
mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB. Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut,
BKKBN menyelenggarakan tugas fungsi:

a. Pengendalian Penduduk ;
0 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

0 Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
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Keluarga Berencana (KB)

Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan
edukasi pengendalian penduduk.

Pengel olaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Pengel olaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. =
Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. = Pemberdayaan dan
peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian
pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Keluarga Sgjahtera

Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesg ahteraan keluarga.

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional
dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Standardisasi dan serifikasi meliputi Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga
penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

Selain itu, BKKBN juga menyel enggarakan fungsi:

a

Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian
penduduk dan penyel enggaraan keluarga berencana;

Pembinaan dan koordinas pelaksanaan tugas administrass umum di lingkungan
BKKBN;

Pengel olaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
Pengawasan atas pel aksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan

Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

A.l. Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau

Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau termasuk dalam organisasi Tipe B yang

dipimpin oleh Kepala setingkat Esselon 11, dibantu oleh Sekretaris dan tiga Kepala Bidang
(Esselon 1l1/Pgjabat Administrator) serta 12 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Esselon
IV/Pgjabat Pengawas). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaannya dibagi

menjadi 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat . Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan
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Organisass BKKBN mengacu kepada Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor B/3649/M.PAN-RB.11/2010 tanggal 30
November 2010, serta Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinas pelaksanaan tugas pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Perwakilan BKKBN Provinsi. Disamping itu Sekretariat menyelenggarakan fungs :

a. Koordinas pelaksanaan kegiatan dilingkungan Perwakilan BKKBN Proving;

b. Koordinas dan penyusunan rencana program dan anggaran;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan
Sarana program;

e. Pengelolaan administras kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian
pertimbangan, dan bantuan hukum serta pengel olaan tatal aksana;

f. Pemberian dukungan administrasi pengawasan.

2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas
melaksanakan penyigpan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di
bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Sedangkan fungsi Bidang
KBKR menyelenggarakan :

a. Penyiapan bahan pembinaan pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauandan evaluasi di bidang
pembinaan kesertaan kel uarga berencanajalur pemerintah dan swasta;

b. Penyiapan bahan pembinaan pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di
bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus;

c. Penyigpan bahan pembinaan pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evauas di
bidang kesehatan reproduksi.
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3. Bidang Pengendadlian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, mempunya tugas
melaksanakan penyigpan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan
kebijakan teknis, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang
keluarga sgahtera dan pemberdayaan keluarga. Sedangkan fungsinya adalah
menyelenggarakan :

a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluas di
bidang pembinaan keluarga balita dan anak serta ketahanan keluarga lanjut usia dan
rentan;

b. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluas di
bidang pembinaan ketahanan remaja;

c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluas di
bidang pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;

d. Penyigpan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evauas di
bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk;

e. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang
kerjasama pendidikan kependudukan;

f. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang
analisis dampak kependudukan.

4. Bidang Advokas, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan, mempunya tugas
melaksanakan penyigpan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan
kebijakan teknis, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang
Advokas, Penggerakan dan Informasi. Sedangkan fungsinya adalah
menyelenggarakan :

a. Penyiapan Bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
teknis, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluas di bidang
Advokasi, Komunikasi, Informas dan Edukasi;

b. Penyiapan Bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan

teknis, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluas di bidang
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Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan serta fasilitass Pembentukan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;

c. Penyigpan Bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
teknis, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Data
dan Informasi;

d. Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi serta keluarga sgjahtera dan pemberdayaan keluarga;

e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

f. Pelaksanaan urusan tata operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluas di bidang pendidikan dan pelatihan serta

penelitian dan pengembangan.

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinss Kepulauan Riau sesuai dengan
Perka BKKBN Nomor 182/HK-101/B5/2005 dan telah dirubah dengan Perka Nomor.
78/PER/B4/2012 sebagai berikut :
1. Kepala
2. Sekretaris
a. Subbag Perencanaan
b. Subbag Umum
c. Subbag Keuangan dan Pengelolaan BMN
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
a.  Subbid Pengendalian Penduduk
b. Subbid BinaKetahanan Keluarga
c. Subbid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
a Subbid Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta
b. Subbid BinaKesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
c. Subbid Kesehatan Reproduksi
5. Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan
a. Subbid Penggerakan, Advokasi dan KIE




b. Subbid Datadan Informasi
c. Subbid Pelatihan dan Pengembangan

Gambar | .A.1.1.

Bagan Struktur Organisasi
Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau
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A.2. Kondis Umum Provinsi Kepulauan Riau

I

| SUBBIDPENGGERAKANADV & KIE

_[ SUB BID DATA & INFORMASI

4[ SUB BID LATBANG

Provins Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu 1) Kabupaten

Bintan ibukota Bintan Bunyu; 2) Kabupaten Karimun dengan ibukota Tanjung Balai
Karimun; 3) Kabupaten Natuna ibukota Ranai; 4) Kabupaten Lingga ibukota Daik; 5) Kota

Tanjungpinang ibukota Tanjungpinang; 6) Kota Batam ibukota Batam, dan 7) Kabupaten

Kepulauan Anambas ibukota Tarempa, dimana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan

pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008.
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Secara geografis wilayah Provins Kepulauan Riau terletak pada 07°19° Lintang
Utara dan 0°40° Lintang Selatan serta antara 103°3’ Bujur Timur sampai dengan 110°00°
Bujur Timur, yang merupakan daerah kepulauan terdiri atas pulau besar dan kecil, berjumlah

kurang lebih 2.408 pulau, seluruh pulau telah diidentifikasi dan bernama.

Provins Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas
251.810,71 km? terdiri dari wilayah daratan seluas 10.595.41 km? dan wilayah lautan seluas
241.215.30 km?. dengan demikian luas laut wilayah provinsi kepulauan Riau seluas 96% dan
luas daratan seluas 4%. Daratan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentangan pulau-
pulau yang tersebar membujur dari Selat Malaka sampa dengan perbatasan Pulau
Kalimantan dari Laut Cina Selatan hingga Perbatasan Sumatera yang berjumlah 2.408 Pulau.

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau melipuiti :

Sebelah utara 4 Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.

Sebelah selatan y Berbatasan dengan Provins Bangka Belitung dan
Provinsi Jambi.

Sebelah barat : Berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia dan
Provins Riau

Sebelah timur : Berbatasan dengan Negara Maaysia Timur dan

Provins Kalimantan Barat

Provins Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 yang
merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam,
Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan
Kepulauan Anambas. Provins Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau yang tersebar
diwilayah laut yang sangat luas. Secara administratif Kepulauan Riau dibagi dalam 7
Kabupaten/Kota, 70 kecamatan dan 416 desa/kelurahan (275 desa dan 141 kelurahan),
seperti disampaikan dalam tabel berikut :
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Tabel 1.A.2.1

Wilayah Administratif Provins Kepulauan Riau, 2019

abupatery Lues AL ecarmt dlurahan
No|Kabupater/K ota Daratan(k n12) Perduduk K an| Desa [Keéur
1| Tani ungpinang 144,56 211583 4 18 0
2|Batam 960,25 1376009 12 64 0
3|Birtan 131821 159403] 10 36 15
4lK arimun 912,75 2327971 12 42 29
5|Natuna 2,009,04 7| 15 70 6
6|Lingga 2 266,77 80781 10 75 7
7|K ep.Arambas 500,25 42300 7 52 2
K epulauan Riau 8.201,72 2189,653| 70 275 141

Sumber : BPSProvins Kepulauan Riau

B. Aspek Strategis

Daam meaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keuarga (KKBPK), banyak peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antaralain:

a

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung upaya mewujudkan keluarga
kecil berkuditas, serta menekankan kembai peran dan fungs keluarga dalam upaya
meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga meaui peningkatan pendidikan,
pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga. Sikap dan perilaku yang
kondusf masyarakat ini memberikan peluang bagi upayaupaya pemerintah dan
masyarakat untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesgjahteraannya, terutama
daam memberikan peran dan kedudukan perempuan sebagai mitra sggar kaum pria
dalam segaa aspek kehidupan, baik sosia, politik, ekonomi, maupun budaya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya dalam pengembangan
metode kontraseps memberikan peluang bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan
efisens serta mutu pelayanan keluarga berencana. Selain itu, perkembangan teknologi
informas juga memberikan peluang mempermudah penyediaan dan akses data dan
informas, pengembangan jaringan informas dan komunikas dan pemanfaatannya,

termasuk penyediaan data mikro keluarga berskalanasiond.

Di samping itu, pengembangan teknologi tepat guna yang mampu menyediakan aat-alat
produks bagi peningkatan usaha ekonomi produktif keluarga, dan upaya peningkatan
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kudlitas ketahanan dan kesgahteraan keluarga dapat memberi manfaat besar untuk
mengolah potens sumber daya alam yang tersediadi wilayahnya.

d. Diakuinya keberhasilan Program KKBPK, di berbagai forum internasiona yang ditandai
dengan berbagai ““award” dari lembaga internasiona, serta ditetapkannya Indonesia
sebagai salah satu “center of excellence” di bidang kependudukan dan KB, diharapkan
dapat memberi peluang terjadinya pertukaran informas secara timba balik, serta

terjalinnya kerjasamateknis di berbagai bidang.

e. Adanya kemitraan dengan bebergpa instans, diantaranya dengan perguruan tinggi,
Perseroan Terbatas ( PT ), Kepolisan daerah, TNI serta Rumah Sakit baik pemerintah
maupun swasta.

Penyelenggaraan program KKBPK telah memberikan dampak positif  dalam
mengemban tugas mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk, merupakan
langkah awal upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumberdaya manusia,
kesehatan dan kesgahteraan sosial. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai
kekuatan/potensi yang dimiliki program KKBPK dalam melaksanakan kegiatannya.
Kekuatan/potensi yang dimiliki tersebut antaralain adalah:

a.  Adanya dukungan komitmen politis dari Pemerintah termasuk lembaga legidatif, mula
dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang memberikan perhatian, dorongan dan
dukungan yang sangat besar dalam melanjutkan pengelolaan dan pelaksanaan Program
KKB Nasiona. Di era desentralisasi penerimaan program KKB oleh Pemerintah daerah
Kab/Kota telah ditunjukkan dengan adanya komitmen Pemda dan masyarakat yang
tinggi sebagal salah satu program yang sangat berkaitan dengan peningkatan ketahanan
dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan program
KKBPK yang statusnya mencapai 100 % berbentuk nomenklatur Badan.

b. Adanya jaringan kelembagaan Program KKBPK sampa di tingkat lini lapangan.
Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program sampai di tingkat
lini lapangan (grassroot level) merupakan jaringan kerjasama yang melibatkan
masyarakat sebagal pelaksana program di wilayahnya Peran masyarakat dalam
pengelolaan program terwadahi dalam bentuk institus masyarakat yang ada, seperti
PPKBD, Sub PPKBD serta motivator dan kader KB yang secara aktif membangun
kerjasama dengan para Petugas Lapangan KB (PPLKB, PLKB/PKB) dalam pelaksanaan




LAKIP 2019

program di lapangan. Jaringan kelembagaan institus masyarakat yang ikut mengelola
program tersebut, menjadi wadah partispas masyarakat secara aktif dalam melakukan
penyelenggaraan program KKBPK dari dan untuk masyarakat di wilayah masing-masing.

c. Pembinaan Ketahanan keluarga dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang
potensial merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin keluarga.
Dengan demikian program yang dilakukan merupakan pembinaan keluarga yang
berkesinambungan. Jumlah kelompok BKB dan BKR yang cukup besar yang tersebar
di desalkelurahan merupakan kekuatan untuk pengembangan program di masa yang
akan datang. Adanya kelompok kerja yang terdiri lintas sektor juga merupakan suatu
kekuatan untuk menggerakkan kembali program pembinaan keluarga tersebut. Program
peningkatan kualitas lingkungan keluarga mempunyai keunggulan untuk merubah
perilaku dan sikap keluarga untuk dapat menerapkan hidup sehat, harmonis dan mampu
mengelola lingkungan di sekitarnya sehingga tercipta suasana kondusif peduli terhadap
lingkungan.

C. Permasalahan

Daam pelaksanaan program KKBPK masih ditemui adanya beberapa permasalahan
sebagai mana berikut:

a. Keluarga adalah wahana utama dan pertama untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan,
menimba pengalaman dan pendidikan dalam keluarga, namun kenyataaan masih banyak
keluarga yang belum melaksanakan fungsi-fungsi keluarganya dengan optimal namun
sebagian besar para orang tua belum memberikan perhatian dan pembinaan dalam aspek
moral spiritual dan psiko-sosial. Pemahaman dan kesadaran orang tua atau keluarga
dalam memperoleh kegiatan bina keluarga sebagai tempat memperoleh informasi
pelayanan dan rujukan tentang pengasuhan anak, pembinaan tumbuh kembang dan
meningkatkan kualitas hidup masih rendah sehingga menganggap kegiatan tersebut tidak
mempunyai arti bagi keluarga karena keluarga tidak mempunyai waktu untuk datang ke
kelompok BKB, karena kesibukan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
Apaagi bagi keluarga kurang mampu atau tertinggal menganggap program ini belum
dibutuhkan sepanjang kebutuhan dasar anak seperti makan dan pakaian belum terpenuhi.

b. Lemahnya pendampingan bagi kelompok UPPKS dalam melakukan kegiatan ekonomi
produktif. Kelemahan dalam program UPPKS adalah belum mantapnya upaya-upaya

pendamping karena Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) para pembina kelompok
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UPPKS seperti PLKB, IMP dan LSOM yang ada di akar rumput masih rendah dalam
kaitan seluk beluk pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan pemahaman terhadap
pentingnya kualitas lingkungan keluarga khususnya kesehatan keluarga yang secara

umum berdampak pada kerusakan lingkungan masih sangat rendahnya.

. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, sangat mempengaruhi
kemampuan mereka untuk memahami dan melaksanakan berbaga upaya dalam
mewujudkan keluarga berkualitas. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak
terjadi pernikahan usia muda, khususnya bagi wanita-wanita di pulau-pulau terpencil
/galciltas. Selain itu rendahnya pendidikan berkaitan pula dengan rendahnya pengetahuan
dan kesadaran masyarakat tentang Kependudukan dan KB, termasuk penanggulangan
bahaya infeks HIV/AIDS. Dalam upaya pemberdayaan keluarga, rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat menyebabkan pula upaya peningkatan ekonomi keluarga miskin
menjadi sulit berkembang, karena mereka itu umumnya mempunyai jiwa, semangat, dan

pengetahuan yang rendah pula tentang kewirausahaan.

. Keterbatasan penyediaan dana, sarana, dan prasarana bagi pelaksanaan operasional
progran KKB sangat dirasakan di tingkat kabupaten pengembangan/pemekaran baru
belum mempunyai sarana kantor permanen, serta sarana perlengkapan dan peralatan
lainya yang masih terbatas. Pemanfaatan jgaring Advokasi dan KIE belum optimal,
tercermin dengan belum banyak terbentuknya lembaga-lembaga advokasi dan
pendayagunaan media cetak dan elektonik. Belum optimalnya pemanfaatan advokasi dan
KIE ini akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
progran KKB Nasional pemanfaatan yang optimal dari jgaring advokas dan KIE
tersebut penting dilakukan karena merupakan motor penggerak bagi terlaksananya
program KKB seluruh tingkat wilayah.

Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang didominas oleh usia produktif,
tingkat kematian bayi dan ibu masih tinggi, tingkat pendidikan dan gizi yang rendah serta
kepadatan dan persebaran penduduk yang belum sdlaras dengan daya dukung lingkungan,
merupakan tantangan yang mash dihadapi dalam program KKBPK kedepan. Tantangan
pembangunan tersebut perlu dihadapi dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan
peluang-peluang serta potensi-potensi sumberdaya yang ada, sehingga dapat mengubah
karakteristik kependudukan menjadi daya dukung sosia bagi keberhasilan pembangunan

nasional.
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f. Masih tingginya angka kelompok PUS yang ingin ber KB tetapi belum terlayani (unmet
need).

0. Meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan dan hak-hak reproduks dan hak azasi
manusia, maka upaya pelayanan keluarga berencana harus semakin berkualitas. Di sis
lain, semakin derasnya arus informasi dan globalisasi akan berdampak pula terhadap
masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa, yang akan
mengancam kesegjahteraan keluarga, seperti penggunaan narkoba di kalangan remaja dan
merebaknya pornografi dan pornoaksi. Remagja perempuan seringkali tidak memiliki
kemampuan melawan dan bertahan dari paksaan untuk melakukan hubungan seksual dan
negosias agar hubungan seksual aman, sehingga mereka dihadapkan dengan resiko
kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan tertular penyakit infeksi menular seksual
(IMS), termasuk HIV/AIDS. Bagi remaga perempuan, melahirkan pada usia remagja
berhadapan dengan resiko yang tinggi menghadapi kematian maternal.

h. Segak diberlakukannya otonomi daerah, pengelolaan program KKB di Kab/kota
merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan
program, koordinasi dan kebijakan pengambilan keputusan dari provins terhadap
pemerintahan Kab/kota.

i. Terbatasnyajumlah Pegawai yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau,
dengan jumlah 45 pegawai dan 3 orang CPNS.

j. Mash perlunya penguatan advokas komunikas informasi dan edukas (AKIE) dengan
formulas yang tepat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keuarga (KKBPK).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perwakilan BKKBN Provins
Kepulauan Riau berupaya menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) , dimana
kinerjanya dilakukan secara transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Salah
satu azas penyelenggaraan good gover nance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
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BAB |1
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dengan mempertimbangkan berbagai isu
strategis yang berkembang, khususnya perubahan pendekatan dari money follow function
menjadi money follow program serta perubahan pendekatan perencanaan pembangunan
nasional yang holistik, tematik, terintegras dan spasial, maka dilakukan beberapa
penyesuaian pada Renstra 2015-2019 yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan.
Renstra (revisi) tersebut digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan
dalam rencana kerja sampa dengan tahun akhir RPIMN 2015-2019 yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta target kinerja dan kerangka
pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2015-2019.

A.l1 Vis Pembangunan 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh
Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta menyukseskan Vis dan Mis
Pembangunan 2015-2019, dimana Vis Pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah
untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”. Vis tersebut menggambarkan komitmen dan usaha
BKKBN dalam rangka mengemban mandat sebagai tumpuan dalam pembangunan di bidang
pengendalian penduduk. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut tentunya BKKBN perlu
memperbaiki kinerjanya agar bisa mendapat kepercayaan dari lembaga eksekutif, legidlatif,
stakeholder, mitra kerja dan masyarakat sebagal sasaran dalam pembangunan kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Perbaikan tersebut diantaranya dilakukan
melalui peningkatan kapasitas SDM pegawai, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui pendekatan
berbasis keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat
yang menjadi basis pembetukan karakter terutama bagi anak—anak sebagai generasi penerus
bangsa. Menyadari ha tersebut maka pembentukan keluarga berkualitas menjadi vis
pembangunan BKKBN yang akan berjalan beriringan dengan upaya pengendalian penduduk.
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Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan
bercirikan sgjahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke

bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa.

A.2 Misi Pembangunan 2015-2019
Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2015-2019 adalah meaui 7 mis
pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepul auan,

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara
Hukum,

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim,

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sgjahtera,

5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing,

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, mau, kuat, dan
berbasi skan kepentingan nasional, dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Vis dan Mis
Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam
mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup

Manusia Indonesia”.

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasiona (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut menyukseskan Agenda Prioritas No.5
(Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan
menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan “Penduduk Tumbuh
Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang
dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1
dan Net Reproductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai

dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sgjahtera,
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sehat, mau, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan,
bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa.

Daam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN
memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2)
Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi
Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara
Konsisten, serta 5) Mengembangkan jegjaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sebagal upaya mewujudkan visi dan misi berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019,
Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan yang tentunya sesuai dengan indikator kinerjautamainstans (IKU).

A.3 Tujuan Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting,
yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan
komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua,
berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka
kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk,
seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar
pulau maupun antara perkotaan dan perdessan. Keempat adalah data dan informasi
penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan
Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang
demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesgjahteraan
masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementass Program KKBPK, terutama yang
meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melaui
peng aman pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi
pembangunan 2015-2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Sesual arah Pembangunan Pemerintahan yang tertera dalam Buku | RPIMN 2015 —
2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Vis dan Misi
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Pembangunan 2015 — 2019 dengan perumusan tujuan untuk “ Mencapai Penduduk Tumbuh
Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan

keluarga berkualitas”.

A.4 Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah disusun Sasaran Strategis BKKBN
2015-2019 dalam upaya untuk mencapal tujuan utama, sebagai berikut:
a  Menurunnya Angkakelahiran total (TFR)
b.  Meningkatnya Prevalens Kontrasepsi (CPR) Modern
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MK JP).
e.  MenurunnyaTingkat Putus Pakai Kontraseps

Tabel I1.A.4.1

Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum dan sesudah Revisi
Sebelum Revisi Sesudah Revisi
Sasaran Indikator kinerja Sasaran Indikator kinerja
Menurunnya Laju Angka Kelahiran Total (total
Pertumbuhan Penduduk fertility rate/TFR) per WUS
(LPP) (15-49 tahun)

Menurunnya AngkalAngka kelahiran total (total P = P e

Kelahiran Total (TFR) per|fertiity rate/TFR) per WUS &er;rg(agacm)pmj?: 'ég;‘rrfp:\/e rg;’sreéz
WUS (15-49 tahun) (15-49 tahun ah e P

rate/CPR)
Persentase pemakaian| M enurunnya kebutuhan ber-|Persentase kebutuhan ber-KB
kontrasepsi  (contraceptivel KB yang tidak terpenuhifyang tidak terpenuhi (unmet
prevalence rate/CPR) (unmet need) need) (%)
Meningkatnya peserta KB
aktif yang menggunakan|Persentase Peserta KB Aktif
metode kontraseps jangka| (PA) MK J
panjang (MK JP)

Persentase laju pertumbuhan|{M enurunnya angkal
penduduk (LPP kelahirantotal (TFR)

Meningkatnya pemakaian
kontraseps (CPR

Menurunnya kebutuhan beriPersentase  kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi|KB yang tidak terpenuhi
(unmet need) (unmet need) (%)

Menurunnya angkal
kelahiran pada remgja usial
15-49 tahun (ASFR 15-19
tahun)

Angka kelahiran pada remgjd
usia 15-19 tahun (ASFR 15
— 19 tahun

Menurunnya tingkat putus| Tingkat putus pakai
pakai kontrasepsi kontrasepsi (%)

Persentase  kehamilan yang
tidak diinginkan dari WUS|
(15-49 tahun)

*sumber: Renstra BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019

Menurunnya kehamilan
yang tidak diinginkan

Pada awal RPIMN 2015-2019 BKKBN menetapkan 6 sasaran strategis pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana namun seiring dengan perkembangan isu strategis,
sasaran tersebut mengalami perubahan pada pada tahun 2017 sebagaimana diatur Peraturan
Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan
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dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Sejalan dengan perubahan sasaran
strategis dalam Renstra BKKBN, maka sasaran strategis dalam Renstra BKKBN Provinsi
Kepulauan Riau juga mengalami perubahan.

Revis Renstra BKKBN 2015-2019 ini secara umum tidak merubah Sasaran
Pembangunan dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam RPIMN 2015-
2019. Revis lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) agar dapat diimplementasikan
dengan lebih efektif dan efisen, memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian
target/sasaran, berkontribus secara langsung terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia (Nawa Cita kelima), serta dapat selalu dipantau perkembangannya dan
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan indikator kinerja yang
ingin dicapa oleh Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau pada akhir periode
perencanaan (tahun 2019) sebagai berikut :

Tabel 11.A.4.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN
Provins Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

TARGET KINERJA )
NO INDIKATOR OASELINE po
TARGET2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Angka K elghiran Total (totdl fertilty rate/TFR) pey 260 237 2% 2B 231 2% 2%8

WUS (15-49 tahun)
2 Presentase pemakaian kontraseps (modem 579 605 607 609 611 613 6L3
3 Persentase kebutuhen ber-K B yang tidek 114 1060 1048 1014 104 991 941
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 183 2050 119 2070 230 285 250
5 Tingkat putus pekal kontrasens (%) 211 260 B7 B0 B0 246 246

Sumber: Renstra BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 2015-2019

1. Menurunnya AngkaKelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir
masa reproduksinya. TFR dihitung dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur
(ASFR). TFR dapat dipakai sebaga indikator untuk membandingkan keberhasilan antar
wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat
keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk

meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang
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berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program
penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang
rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah
(tingkat kemiskinan tinggi). Untuk itu upaya untuk menurunkan TFR mash terus
diupayakan di Kepulauan Riau dengan target pada akhir RPIMN 2015-2019 sebesar 2,2.
Evaluas terhadap capaian TFR dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil Survei Kinerja
dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) tahun 2019.

2. Meningkatnya prevalens kontraseps (CPR) modern

Penggunaan kontrasepsi dapat digunakan sebagal salah satu cara untuk menurunkan
TFR. Penggunaan kontrasepsi biasanya diukur dengan persentase Contraceptive Prevalence
Rate (CPR) yaitu banyaknya PUS yang sedang memakal kontrasepsi dibandingkan dengan
seluruh PUS (usia 15-49 tahun). CPR yang tinggi dapat berkontribusi terhadap penurunan
TFR. Semakin banyak PUS yang menggunakan kontrasepss maka peluang untuk
mengendalikan kelahiran semakin besar. Indikator dalam sasaran ini ditetapkan untuk
mengukur persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern
pada saat pengamatan. Target yang ditetapkan untuk capaian penggunaan kontraseps
modern (CPR modern) tahun 2019 adal ah sebesar 52,05%

3. Menurunnya kebutuhan ber-K B tidak terpenuhi (Unmet need)

Unmet need adalah Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin
menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat/cara KB. Tingginya angka
unmet need dapat disebabkan oleh aasan kesehatan, takut efek samping, kurangnya
informasi  tentang metode kontrasepsi, rendahnya akses terhadap pelayanan KB, dan
pertentangan dari suami. Masalah ini akan berdampak pada penurunan angka prevalensi KB
dan peningkatan risiko kehamilan yang tidak diharapkan dan aborsi tidak aman. Target yang
akan dicapal pada akhir periode pembangunan 2015-2019 adalah penurunan unmet need
menjadi sebesar 11,36 pada tahun 2019.

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontraseps Jangka
Panjang (MK JP)

Angka penggunaan metode kontraseps jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan
antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka
panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontraseps jangka panjang) dengan
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total seluruh Peserta KB Aktif pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk meningkatkan capaian
peserta KB aktif MKJP karena hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya menurunkan TFR.
Target yang ditetapkan pada akhir RPIMN 2015-2019 sebesar 23,01%. Pengukuran capaian
kinerja menggunakan data SKAP 2019 atau statistik rutin BKKBN.

5. Menurunnyatingkat putus pakai kontrasepsi

Tingkat putus pakai kontrasepsi adalah persentase PUS yang mengalami putus pakal
kontrasepsi pada bulan berjalan dibandingkan dengan jumlah PUS yang ada pada bulan
berjalan (Statistik Rutin). Tingkat putus pakai kontrasepsi ini sangat berpengaruh terhadap
prevalensi kontrasepsi (CPR) dan jumlah peserta aktif KB. Harapannya pada tahun 2019
angka putus pakai kontraseps di Kepulauan Riau semakin menurun sampa 24,6%
dibandingkan tahun 2014 (baseline) sebesar 27.1%. Untuk mengukur hasil capaian
digunakan data Statistik Rutin BKKBN.

A.5 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada

RPIMN 2015-2019 Buku | dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program

Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adal ah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduks yang
merata dan berkualitas;

2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
yang memadai di setigp fasilitas kesehatan KB dan jgaring pelayanan, serta
pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-
out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara
berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan
KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan
pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung
penggerakan dan penyuluhan KB;

5. Advokas program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga

kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat

dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
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6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui
pendidikan, sosialisas mengenal pentingnya Wgjib Belgar 12 tahun dalam rangka
pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan
usia muda guna mencegah kelahiran di usiaremaja;

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina
keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada
keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan
hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB;

9. Penguatan Bidang KKB melaui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan

kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

A.6 Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau
Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyel enggarakan pembangunan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke depan adalah :
1. Peningkatan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas, yang
dilakukan melalui strategi :

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik
lintas sektor maupun lintas Pemertintah Pusat Daerah Provinsi dan Kabupaten/K ota,
terutama dalam system SISN kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB
(kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);

b. Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP);

c. Peningkatan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) — melalui
pengadaan dan distribusi alokon (supply chain management);

d. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana KB yang
memadai;

e. Peningkatan pelayanan akseptor KB,baik secara gratis pada fasilitas kesehatan
(Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB secara mobil di wilayah sulit (Daerah
tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan /DTPK);

f. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga
medis pelayanan KB (dokter,bidan) serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat

untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
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g. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi;

h. Penguatan konsep kemandirian ber KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat
kontrasepsi produksi dalam negeri untuk rmeningkatkan kemandirian, pengembangan
advokas dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikulti
SISN Kesehatan.

Penguatan Advokas dan Komunikas, Informasi dan Edukas (KIE) KKBPK,

yang dilakukan melalui strategi :

a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang Program
KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Peningkatan Advokas dan KIE Program KKBPK (media, audiens dan momentum)
kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan
wilayah.

c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai media massa dan
media luar ruang serta intensifikas Advokasl dan KIE melalui media lini bawah
(below theline).

d. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melaui tenaga lini lapangan
(PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif
masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan
karakteristik sosial, budaya dan ekonomi.

e. Peningkatan penggerakan mekanisme operasiona lini lapangan Program KKBPK
baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke
masyarakat.

. Peningkatan Pembinan K etahanan Remaja, yang dilakukan melalui strategi :

a. Penguatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan
antara Pusat dan Daerah, tentang KIE dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaga
dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/tomasekolah dengan
memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai
pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan padaremaja

b. Peningkatan fungs dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja

(PIK KRR) dengan mendorong remga untuk mempunyai kegiatan yang positif
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dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan dan meningkatkan
jiwa kepemimpinan.

c. Peningkatan pembinaan remajatentang Generasi Berencana (GenRe).

d. Pengembangan dan peningkatan fungs dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga
Remga (BKR) sebagaiwahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan
pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.

4. Peningkatan Pembangunan Keluarga, yang dilakukan melalui strategi :

a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang
pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh
kembang, melalui : pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan,
pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader dan
masyarakat.

b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berancana (KB)
dalam peningkatan kesgj ahteraan keluarga.

c. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya
keluarga dalam peran dan fungs kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS),
serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, social, cinta kasih, perlindungan,
reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan).

d. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan
keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan
kerja sama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi, yang dilakukan
melalui strategi :

a. Peningkatan koordinasi dalam implementas Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014 terutama pada pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota.

b. Penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantauan pembentukan
Dinas Daerah Provins dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai
amanat UU No. 23 Tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu
pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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c. Koordinas terpadu lintas sektor (lintas kementrian/lintas lembaga) terkait
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evauasi kegiatan
Program KKBPK (misal : Kegiatan Kampung KB)

d. Peningkatan koordinas perumusan kebijakan Pembangunan Bidang 19 Rencana
Strategis Tahun 2015 - 2019 | Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau
Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provins dan
Kabupaten/K ota (misal : melalui forum Musrenbangda dan M usrenbangnas).

e. Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat
waktu.

f. Peningkatan desiminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informas
kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan
akademisi.

g. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data
dan informas kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan

pembangunan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN
B.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Daam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja jangka menengah, ditetapkan
indikator kinerja provinsi yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen
Perjanjian Kinerja di lingkungan BKKBN merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari kepala BKKBN kepada unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungs dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen
tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Selanjutnya disusun juga Perjanjian Kinerja pada unit Pgjabat Administrator dan Pejabat
Pengawas (Es. |1l dan Es. IV) secara cascading untuk mendukung pencapaian Perjanjian
Kinerja Satker (Es. I1). Selain melalui evaluasi/rapat pengendalian program (radalgram) dan
rapat pengendalian proyek (rayek) yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka evaluas
capaian kinerja, juga dilakukan input data ke aplikas e-monev SMART dan Bappenas
terkait pencapaian output/kegiatan/anggaran. Berikut  dokumen Perjanjian Kinerja
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 :
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Tabel I1.B.1.1. Indikator Kinerja Perwakilan BKKBN Prov. Kepri TA.2019

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2019
A |INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1 [Menurunnya angka kelahiran total (TFR) 1 |Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 2,27
2 |Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern 2 |Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive 52,05
(mCPR) prevalence rate/mCPR)
3 |Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi 3 |Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian 24,6
(tingkat putus pakai) kontrasepsi
4 |Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak 4 |Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 11,35
terpenuhi (Unmetneed)
5 [Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan | 5 |Persentase Peserta KB Aktif MKJP 23,01
Metode Kontrasepsi Jangka
6 |Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan 6 |Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User) 3,093

B

INDIKATOR KINERJA RENSTRA

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

7

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan w ilayah

Pen

gendalian Penduduk Provinsi

7 |Jumlah  cakupan  sinkronisasi  (penyerasian) keb 100% (7 Kab/Kota)
pembangunan daerah dengan kebijakan pengenda lian kuan
penduduk diseluruh tingkatan w ilayah
8 |Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan 100
strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/paremeter
dan Proyeksi Penduduk)
9 [Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak 25
Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan
berwaw asan kependudukan
10 |Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di 3 Model (terdiri dari 1
formal, 1 non formal, 1
Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal) informal)
11 |Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang 1
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi
12 |Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas 100
pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB
diseluruh tingkatan w ilayah
13 |Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 2,170
14 |Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, 3 frekith/kab
Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), w ilayah miskin
perkotaan dan sasaran khusus
15 |Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan w ilayah) 85
yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR
sesuai dengan standarisasi pelayanan
16 |[Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling 85
Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
17 [Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi 1
kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi
18 |Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 1 Provinsi dan 7
diseluruh tingkatan wilayah Kab/Kota
19 [Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan 1 Provinsi dan 7
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kab/Kota
(Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan w ilayah
20 |Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan 100

BKB Holistic Integrative
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NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2019

21 |Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan 100
Genre (PIK-R/M dan BKR)

22 |Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan 100
BKL

23 |Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan 100
PEK dan pembentukan kelompok UPPKS

24 |Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan 1
Bidang KSPK

Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi

25 |Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh 80
tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE
program KKBPK

26 [Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi 1
advokasi dan KIE pembangunan KKBPK

27 |Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak 5 Media
dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

28 |Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan 7
pelayanan dasar masyarakat

29 |Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan 1 Provinsidan 7
kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan w ilayah Kab/Kota

30 [Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam 100
implementasi program KKBPK

31 [Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi 2

32 |Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi 1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

8 |Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK) di Provinsi

Dukungan Kegiatan Manajeman/Sekretariat Provinsi

33 [Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji001 dan 13 bulan 1 Provinsi
pemeliharaan rutin/002)
34 |Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan 100
Pegaw ai (Perw akilan BKKBN Provinsi)
35 |Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 12
perkantoran
36 |Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan 12
BMN, Perencanaan, Kepegaw aian, Umum, dan Ortala)
37 |Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar 100
Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
9 |Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengaw asan lainnya di provinsi
V' |Pengawasan Provinsi
38 |Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas 1
aparatur di provinsi
39 [Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan 1
penerapan ZI WBK
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional
10 [Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi
VI |Pelatihan Pengembangan Provinsi
40 [Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, 71
termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB)
yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas
41 [Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur 1
dan tenaga Fungsional)
VII [Penelitian dan Pengembangan Provinsi
42 |Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK 3 Dokumen penelitian
di Provinsi yang dimanfaatkan (KKBPK dan RPIVN) /
Prov
43 [Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program 3
KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan
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NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2019

C [PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

11 [Tersedianya Alokon di Fasiitas Kesehatan 44 |Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 164

12 [Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan |45 |Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui 324
reproduksi melalui Kelompok Kegiatan Kelompok Kegiatan

13 |Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki |46 |Keluarga yang Memilii Baduta Terpapar 1000 HPK 2,918
Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

14 |Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai |47 |Penguatan Peran PK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan 236
calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon lbu
peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan
Bina Ketahanan Remaja (BKR)

D |INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA

15 [Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status [48 |Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya 100
penggunaannya

16 |Meningkatnya akuntabilitas kinerja programdan |49 |Penilaian mandiri level maturitas Sistem Pengendalian Intern 3.0 (Level 1-5)
anggaran Pemerintah (SPIP)

17 [Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui |50 [Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja 65
Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB (POKJA) Kampung KB

18 |Terbentuknya Kampung KB Percontohan 51 |Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan 7
Tingkat Kabupaten dan Kota Kota

19 [Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan 52 |Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan 50
Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan
Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota

20 [Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam 53 |[Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan 100
Pendataan Keluarga Keluarga

21 Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan 54 [Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister 50
Poktan yang teregister dalam database SIGA dalam database SIGA

22 |Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan |55 |Persentase peta kompetensi PNS 60
kompetensinya

55 |Tingkat Internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh 3.0 (Skala 1-5)
PNS di BKKBN Provinsi

NO KEGIATAN SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT ANGGARAN (Rp)

1 |Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga 1 |Pengendalian Penduduk Provinsi 798,940,000
Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi [ Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi 1,475,562,000
Kepulauan Riau -

3 [Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi 1,226,340,000
4 |Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi 3,943,066,000
5 [Dukungan Kegiatan Manajeman/Sekretariat Provinsi 12,119,411,000
6 [Pengawasan Provinsi 88,000,000
7 |Pelatihan Pengembangan Provinsi 703,848,000
8 [Penelitian dan Pengembangan Provinsi 720,712,000
2 [Proyek Prioritas Nasional 9 |Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 1,409,911,000
10 |Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui 119,000,000
Kelompok Kegiatan
11 |Keluarga yang Memilki Baduta Terpapar 1000 HPK 525,000,000
12 |Penguatan Peran PK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan 1,285,178,000
Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon lou
TOTAL ANGGARAN 24,414,968,000




LAKIP 2019

B.2. Sasaran Kinerja anggaran

Sasaran Kinerja Anggaran adalah bagaimana Satuan Kerja dapat memanfaatkan
anggaran yang tersedia untuk membiayal berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian
sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran yang diterima Perwakilan
BKKBN Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah sebesar Rp. 24.414.968.000,- dengan
rincian sebagai berikut :

Tabel 11.B.1.2
Alokasi Anggaran Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT ANGGARAN (Rp)

1 [Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga 1 |Pengendalian Penduduk Provinsi 798,940,000
Berencana, Qan Pembangunan Keluarga Provinsi I [eluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi 1475,562,000
Kepuauan Ral 3 [Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi 1,226,340,000

4 [Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi 3,943,066,000
5 |Dukungan Kegiatan Manajeman/Sekretariat Provinsi 12,119,411,000
6 |Pengawasan Provinsi 88,000,000
7 |Pelatihan Pengembangan Provinsi 703,848,000
8 [Peneliian dan Pengembangan Provinsi 720,712,000

2 |Proyek Prioritas Nasional 9 |Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 1,409,911,000

10 |Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui 119,000,000
Kelompok Kegiatan
11 [Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK 525,000,000
12 [Penguatan Peran PK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan 1,285,178,000
Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon lou
TOTAL ANGGARAN 24,414,968,000

Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (money follow program).
Pengalokasian anggaran tidak lagi berbasis pada pelaksanaan tugas dan fungs yang
seluruhnya harus diberikan anggarannya, tetapi berdasarkan pada program prioritas yang

mendukung pencapaian Nawa Cita.
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BAB 111
AKUNTABILITASKINERJA

A. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

Pengukuran capaian kinerja Perwakilan BKKBN Perwakilan BKKBN Provins
Kepulauan Riau tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja ini diharapkan akan memberikan gambaran
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta upaya yang akan dilakukan untuk
mewujudkan target pada akhir tahun RPIMN dan Renstra 2015-2019
1 Sasaran Strategis

Terdapat 5 sasaran strategis yang harus dicapai oleh perwakilan BKKBN Povinsi
Kepulauan Riau dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasiona
melalui pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga berkualitas. Capaian masing-
masing indikator sasaran Strategis dapat dilihat pada table berikut:

Tabe 111.A.1.1
Capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

REALISASI
INDIKATOR | TAZE%ET KETERANGAN
- DESEM BE

1 | Angka Kelahiran Total (total fertility 2.27 19 SKAP 2019
rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2 | Presentase pemakaian kontraseps 52.05 79,2 STATISTIK
(modern  contraceptive prevalence RUTIN
rate/CPR)

3 | Persentase Penurunan angka | 24.60 20,11 STATISTIK
ketidakberlangsungan pemakaian RUTIN
(tingkat putus pakai ) kontrasepsi

4 | Persentase kebutuhan ber KB yang | 11.35 12.04 STATISTIK
tidak terpenuhi (unmeet need) RUTIN

5 | Persentase Peserta KB Aktif MKJP 23.01 22.68 STATISTIK

RUTIN

* Sumber ; SKAP 2019 dan Statistik Rutin

Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau sebagian besar telah dapat memenuhi
target yang ditetapkan. Berikut akan disampaikan analisis terhadap capaian indikator kinerja
Sasaran Strategis tahun 2019 (sampai dengan Desember 2019) :
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1 Sasaran Strategis 1: Menurunnya Angka Kelahiran Total ( TFR)

Merupakan salah satu indikator penting dalam penggarapan Program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan Keluarga adalah menurunnya angka kelahiran pada
wanita usia subur (15-49 tahun) yang biasa diukur dengan angka Tota Fertility Rate (TFR).
Penurunan TFR terus diupayakan karena dengan turunnya angka ini maka pengendalian
kuantitas penduduk akan berhasil.

Tabel I111.A.1.2
Target dan realisasi Angka kelahiran Total per WUS (15-49 th)
Tahun 2019

INDIKATOR TARGET REALISASI KETERANGAN

2019
'1 |Angka Kelahiran Total |
(total fertility rate/TFR) per 2.27 19 100 SKAP 2019
WUS (15-49 tahun)

*Sumber : SKAP 2019

Berdasarkan Survel Indikator Kinerja Program (SKAP 2019 ) KKBPK (RPIJMN)
Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN
maka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau serta
perbandingannya dengan BKKBN adalah 1,9 yang artinya rata-rata jumlah anak yang
dimiliki wanita usia subur usia 15- 49 tahun adalah 1,9 atau bisa dimaknai 1-2 anak.
Sementara jika merujuk pada data SUSENAS tahun 2018 TFR Kepri 2.4. Perbedaan kedua
data tersebut karena perbedaan periode pengukuran. SUSENAS adalah survei tiga tahunan
sementara SKAP dilaksanakan setiap tahun. Jika dibandingkan dengan target sebesar 2,27,
capaian TFR Kepulauan Riau sudah tergolong baik dengan capaian 109 % untuk SKAP dan
94 % untuk capaian SUSENAS.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
untuk mengendalikan angka kelahiran melalui penurunan TFR. Upaya tersebut dilakukan
baik melalui advokas pembangunan berwawasan kependudukan kepada stakeholder di
Provins dan Kabupaten/ kota maupun melalui upaya yang bersifat teknis seperti sosiaisasi
dan promos progran KB dengan melibatkan mitra kerja terkait. Mengoptimakan
penggerakan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB KR, penyediaan alkon sampai
ke fadlitas kesehatan, pelatihan bagi Provider, Pelayanan KB mobile serta melakukan
promosi pendewasaan usia perkawinan melalui program generas Berencana (GenRe)
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sebagal upaya preventif untuk menekan angka ASFR 15-19 tahun. Namun upaya tersebut

harus |ebih ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang.

Pada penurunan TFR ini masih perlunya peningkatan akses dan kualitas pelayanan

KB di era JKN. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS serta

masih adanya fasilitas kesehatan yang belum berjgaring dengan BPJS kesehatan

menyebabkan belum semua masyarakat bisa memperoleh benefit pelayanan KB secara

gratis. Untuk mengoptimmalkan upaya penurunan TFR perlu dilakukan upaya-upaya sebagai

berikut:

1. Mengoptimalkan penggerakan pelayanan KB untuk menurunkan ummet need dan angka
putus pakai;

2. Meningkatkan promos dan konseling pelayanan KB KR melalui fasilitas kesehatan dan
kelompok kegiatan;

3. Meningkatkan koordinas dengan berbagai lintas sektor dalam upaya meningkatkan
pelayanan KB era JKN baik pemerintah maupun swasta;

4. Meningkatkan upaya pelayanan KB KR di wilayah DTPK, miskin perkotaan dan
wilayah khusus termasuk KB prig;

5. Mengoptimalakan fungsi kampung KB yang sudah dibentuk dalam pelaksanaan

program KKBPK.

. Sasaran Strategis 2. Meningkatkan prevalens kontrasepsi modern (m CPR)

Capaian prevalens kontrasepsi modern diukur dengan cara membandingkan target

dengan data hasil Statistik Rutin sebagal berikut:

Tabe I11.A.2.1
Per sentase pemakaian kontar sepsi modern (m CPR)

INDIKATOR TARGET REALISASI % KETERANGAN

2019
Presentase pemakaian
Kontrasepsi (modern 52.05 79,20 152,16 STATISTIK
Contraceptive  prevalence RUTIN
rate/CPR)

Capaian indikator pemakaian kontrasepsi modern pada tahun 2019 telah berhasil

memenuhi target yang ditetapkan. Sebanyak 79,20 % peserta KB di Provins Kepulauan

Riau sudah menggunakan kontrasepsi modern. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya
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yang telah dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau diantaranya

melalui:

1. Promos dan penggerakan kesertaan KB yang dilakukan oleh PKB, kelompok kegiatan
BKB, BKR, BKL dan UPPKS dengan mengacu pada hasil penyusunan peta kerja dan
strategi pelayanan KBKR;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan melalui penyediaan Alokon sampai ke fasilitas
kesehatan, pelatihan provider dan pelayanan KB mobile ke wilayah DTPK, miskin
perkotaan dan wilayah dengan unmet need tinggi;

3. Peningkatan sarana dan Prasarana pelayanan KB melalui DAK sub Bidang KB;

4. Fasilitas pelaksanaan kegiatan KB KR bersama kepolisian dan Kodim;

5. Tersedianya dan penggerakan bagi tenaga lapangan untuk menggerakan PUS agar

menggunakan kontrasepsi modern.

Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau daam meningkatkan angka
penggunaan kontrasepsi modern juga tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan
mitra terkait. Peran kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana sangat besar dalam
melakukan penggerakan dan motivasi kesertaan ber KB pada masyarakat bersama-sama
dengan PKB/PLKB. Dalam pelaksanaan pelayanan dukungan provider seperti bidan dan
dokter sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan BKKBN tidak memiliki tenaga kesehatan
khusus yang menangani pelayanan KB. Selama ini pelayanan dilakukan oleh bidan dan
dokter yang ada di fasilitas kesehatan, sementara BKKBN berkontribusi dalam penggerakan
dan penyediaan alat kontrasepsi.

3. Sasaran Strategis 3: Menurunnyatingkat putus pakai kontrasepsi

Salah satu ukuran dari kualitas pemakaian (CPR) adalah tingkat putus pakai
kontrasepsi yaitu proporsi pengguna alat KB yang tidak meneruskan suatu episode
pemakaian alat KB karena berbagal aasan, seperti kegagalan, atau mengalami efek samping.
Tingkat putus pakai kontrasepsi harus diturunkan dalam rangka meningkatkan CPR dan

mendukung tercapainya pengendalian penduduk melalui penurunan TFR.
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Tabel 111.A.3.1.

Per sentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian ( tingkat putus pakai)
kontrasepsi

INDIKATOR TARGET REALISASI % KETERANGAN

2019

3 | Persentase penurunan angka
ketidakberlangsungan 24.60 20,11 STATISTIK RUTIN
pemakaian (tingkat putus
pakai ) kontrasepsi

*Sumber :statistik Rutin 2019

Penurunan angka Putus pakai pada tahun 2019 cukup baik dan menunjukan tren
positif. Dari 24,60 target kinerja telah bisa di tekan 20,11. Dengan capain ini diharapkan
dapat mendorong upaya penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi
tingkat nasional. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras yang telah dilaksanakan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau yaitu melalui:

1. Meningkatkan pemakaian MKJP melalui pelayanan mobile dan momentum seperti
Harganas, Pencanangan TNI Manunggal KB dan sebagianya;

2. Pembinaan keberlangsungan kesertaan KB melalui PKB/ PLKB, kelompok kegiatan
BKB, BKL, BKR dan UPPKS serta dengan mengoptimalkan peran para motivator KB
prig;

3. Penguatan konseling pada Pra dan pasca pelayanan KB oleh tenaga terlatih;

4. Memastikan ketersediaan alokon yang tepat jumlah dan tepat waktu di fasilitas kesehatan
melalui pengadaan di tingkat Provinsi;

5. Menyediakan dana ayoman pelayanan KB bagi PUS yang mengalami komplikasi atau
kegagalan;

6. Mengoptimalkan peran tim jaga mutu baik di Provinsi maupun di kabupaten/ kota untuk
menjamin kualitas pelayanan dan meminimalisir kasus komplikasi dan kegagalan. Tim
jaga mutu terdiri dari BKKBN dan mitra kerja terkait yaitu Dinas kesehatan, OPD KB
Provinsi dan organisasi profesi terkait ( IDI, POGI, IBI).

4. Sasaran Strategis4: Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak ter penuhi

Pada Perwakilan BKKBN provinsi Kepulauan Riau upaya untuk menurunkan angka

Unmet Need belum memenuhi target perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil statistik Rutin
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tahun 2019, angka Unmet Need masih sebesar 12,04 dari target yang ditetapkan pada
perjanjian kinerja senilai 11,35, seperti padatabel berikut:

Tabel I111.A.4.1
Per sentase kebutuhan ber KB yang tidak ter penuhi ( Unmet Need)

INDIKATOR TARGET | REALISASI KETERANGAN

2019
4 | Persentase kebutuhan ber KB yang| 11.35 12.04 STATISTIK RUTIN
tidak terpenuhi (Unmet Need)

*Sumber Statistik Rutin Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

Redlisas Unmeet need masih sedikit kurang, dikarenakan antara lain karena
kurangnya akses informasi penggunaan kontrasepsi yang rasional dan efektif bagi PUS atau
juga karena KIE yang belum memadai sesuai segmentasi di kabupaten/ kota. Kendala
geografis yang merupakan daerah kepulauan dan berbatasan langsung dengan beberapa
negara seperti Singapura, Malaysia dan laut Cina Selatan di bagian utara. Struktur daerah
kepulauan ini aksesnya dari suatu daerah dan daerah lain sangat terbatas dan membutuhkan
biaya yang besar karena satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain dipisahkan
oleh laut. Kendalaini berdampak pada akses pelayanan KB sulit dijangkau.

Penurunan Unmet Need tidak dapat dikatakan gagal karena adanya intensitas
penggarapan program pada wilayah khusus seperti DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan) dengan meningkatkan akses dan kulitas pelayanan KB serta penyediaan
(supply) alat kontrasepsi difasilitas kesehatan setempat menjadi salah satu pendorong
capaian tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN provins Kepulauan Riau sebagai

berikut:

1. Meningkatkan promosi dan konseling pelayanan KB KR melalui faskes, bala
penyuluhan KKBPK dan poktan di kampung KB;

2. Pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi melalui pengadaan di tingkat provins dan
memastikan distribusi alkon ke kabupaten kota dengan mekanisme yang tepat;

3. Mengoptimalkan penggerakan untuk menurunkan Unmet Need dan dengan
mengoptimalkan kinerja PK B/ PLKB dan pemanfaatan DAK dan BOKB,;

4. Meningkatkan kapasitas provider dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk
mendudkung penggerakan dan penyuluh KB;
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5. Meningkatakan upaya pelayanan KB di wilayah DTPK, miskin perkotaan dan wilayah
khusus;
6. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lintas sektor dalam upaya meningkatakan

pelayanan KB era JKN baik pemerintah maupun swasta.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan metode
kontraseps jangka panjang (MKJP)
Penggunaan kontrasepsi jangka panjang secara langsung akan berdampak pada
penurunan angka putus pakal kontrasepsi, penurunan angka kelahiran dan Unmet need
Tabel 3.6 berikut menunjukkan capaian indikator persentase peserta KB Aktif MKKJP pada
tahun 2019

Tabel I11.A.5.1
Per sentase peserta KB Aktif MKJP

INDIKATOR TARGET REALISASI l % KETERANGAN

2019
5 | Persentase Peserta KB Aktif | 23.01 22.68 98,57 | STATISTIK RUTIN
MKJP

*sumber : Statistik Rutin Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau

Capaian persentase KB Aktif MKJP pada tahun 2019 sudah cukup baik, yaitu

98,57%. Upaya yang telah dilakukan Perwakilan BKKBN K epulauan Riau diantaranya:

1. Penyediaan kontrasepsi melalui pengadaan IUD dan Implant untuk mencukupi
kebutuhan 2019;

2. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kontrasepss MJKP melalui kegiatan
sosidisasi, promos melalui media cetak, elektronik, dan media sosial, serta sosialisasi
yang melibatkan mitra kerja ( Aisyah, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, Muslimat NU, dan
sebagainya);

3. Melaksanakan forum koordinasi dalam rangka penggerakan dan pelayanan KB mobile di
DTPK dan wilayah perkotaan;

4. Menyediakan dukungan dana penggerakan bagi penggunaan bagi tenaga lapangan untuk
menggunakan PUS agar menggunakan MKJP;

5. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui pelatihan CTU IUD dan Implant bagi dokter
dan bidan, pelatihan teknis vasektomi;

6. Penguatan Poktan melalui penyediaan materi konseling kesehatan reproduks berupa
buku dan leaflet.
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6. Sasaran Strategis6 : Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan

Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau mendapatkan target 3.093 akseptor
untuk tahun 2019. Pengukuran capaian peserta KB Aktif tambahan menggunakan data yang
bersumber dari laporan statistik Rutin BKKBN. Statistik adalah sebuah aplikasi berbasis
web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian Program
kependudukan dan keluarga Berencana Nasional. Situs Pengelolaan Data Statistik Rutin ini
merupakan hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian
lapangan.

Tabel I11.A.6.1
Per sentase peserta KB Aktif Tambahan

INDIKATOR TARGET | REALISAS % KETERANGAN

2019
6 | Jumlah Peserta KB Aktif 3.093 -29,617 -957,55 STATISTIK
tambahan RUTIN

*Sumber : statistik rutin perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, target peserta KB aktif tambahan
Kepulauan Riau sgjumlah 3.093 akseptor. Peserta KB Aktif tambahan adalah jumlah
tambahan wanita (atau pasangan mereka) dalam usia subur yang sedang menggunakan
metode kontrasepsi modern dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hasil statistik rutin
sampai dengan akhir bulan Desember 2019 menunjukkan jumlah peserta KB aktif tambahan
sebesar -957,55% peserta. Permasalahan yang terjadi adalah dari segi pencatatan dan
pelaporan : dilakukan perapihan data di tahun 2019, sehingga perhitungan PA tambahan
minus. Strategi/solusinya yaitu akan segera dilakukan perapihan data pada bulan Desember
2019 sebagai pembanding tahun 2020.
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Pengendalian Penduduk Provins

Tabe I11.A.7.1
Target dan Realisas Pengendalian Penduduk Provins

INDIKATOR TARGET | REALISAS % KETERANGAN

2019
7 | Jumlah Cakupan | 100% | 1kab/kota | 14,29 SUBBID
singkronisasi  (penyerasian 7 DALDUK

kebijakan) pembangunan | kab/kota
daerah dengan kebijakan
Pengendalian kuantitas
penduduk di seluruh
tingkatan wilayah

8 Persentase Kabupaten Kota 100 100 100 SUBBID
yang mengimplementasikan (7 kab/kota) DALDUK
kebijakan dan  strategi
pengendalian penduduk
(Grand design,
profil/parameter dan proyeksi
penduduk)

9 | Jumlah kabupaten/ kota yang 25 29 116 SUBBID
memanfaatkan analisis DALDUK
dampak kependudukan
sebagai pendukung kebijakan
pembangunan  berwawasan

kependudukan
10 | Jumlah pembinaan | 3 Model 7 Mode 233 SUBBID
implementasi pendidikan DALDUK

kependudukan di  tingkat
Provins dan kabupaten/ kota

11 | Jumlah bimbingan teknis, 1 1 100 SUBBID
monitoring dan evaluas DALDUK
bidang kependudukan.

*SUMBER : SUBBID DALDUK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

7. Jumlah Cakupan sinkronisasi ( penyerasian kebijakan ) pembangunan daerah
dengan kebijakan Pengendalian kuantitas penduduk di seluruh tingkatan wilayah
Target pada indikator ini adalah 7 kab/kota pada BKKBN provins Kepulauan riau,
namun realisasi masih cukup rendah yaitu 14,29%, dengan kata lain hanya 1 kab/kota (Kab.
Bintan) yang telah memenuhi target. Ha ini disebabkan ada beberapa kendala yang

dihadapi yaitu tidak tersedianya anggaran di APBD kabupaten kota dalam mendukung
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sasaran strategis ini. Ada beberapa Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna
mencapai terwujudnya target tersebut adalah:

a Melaksanakan fasilitass kepada OPD KB Kab/kota, Balitbang seluruh provins
Kepulauan riau, dan kepada mitra terkait dalam mensinkronkan kebijakan dan strategi
penetapan perencanaan pengendalian penduduk nantinya di  dalam  GDPK
kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini output yang dihasilkan terbuatnya 1 dokumen
GDPK di kabupaten Bintan,

b. Melaksanakan Advokasi ke pemangku kebijakan (Gubernur, Bupati /walikota)
seprovins kepulauan riau bersama mitra kerja BKKBN dalam ha ini Dewan pakar
Kependudukan dan Tim Advokas provins sehingga mendapatkan satu output adanya
Surat Edaran Gubernur kepada bupati walikota agar dapat memfasilitasi dalam
pembuatan GDPK dan mendapatkan suatu kesepakatan bahwa akan membuatkan GDPK
di tahun 2020;

¢ Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri juga menghasilkan suatu perjanjian kerjasama

dengan pemerintahan daerah.

8. Persentase Kabupaten Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi
pengendalian penduduk ( Grand design, profil/parameter dan proyeks penduduk)
Perwakilan KKBN Provins Kepulauan telah melakukan berbagai upaya untuk
mensosialisasikan program kependudukan kepada pemangku kepentingan baik di tingkat
provinss maupun kabupaten kota. Dengan tujuan para pemangku kepentingan dapat
memanfaatkan analisis dampak kependudukan dalam mendukung kebijakan pembangunan
yang berwawasan kependudukan. Perwakilan BKKBN provins Kepulauan Riau mendapat
target 100% pada indikator kinerja ini dan tercapai 100%. Grand design kependudukan
adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25
tahun kedepan dan dijabarkan di setigp 5 lima tahunan yang berisi tentang isu
kependudukan saat ini kondis kependudukan yang diinginkan, program pembangunan
kependudukan, roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas
penduduk, pembangunan kualitas penduduk, penataan persebaran serta pengaturan penduduk
dan pembangunan administras kependudukan. Beberapa Kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan guna mencapai terwujudnya target tersebut adalah Sinkronisasi kebijakan dan
strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk. Melalui kegiatan ini output yang
dihasilkan penyusunan analisis kebijakan kependudukan, seminar kependudukan,
terbentuknya Koalis Muda kependudukan Tingkat Provinsi.
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9. Jumlah kabupaten/ kota yang memanfaatkan analisis dampak kependudukan
sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan
Perwakilan BKKBN Provins: Kepulauan Riau mendapatkan target 25, dan telah
tercapali sebanyak 29, ini berarti telah mencapal 116%. Dalam mencapai target tersebut,
telah dilakukan sosialisasi kepada OPD KB kabupaten/kota seluruh provinsi Kepulauan riau
serta dilakukan bimbingan teknis langsung ke kampung KB dan meminta komitmen dari
kepala desa/lurah dalam menyediakan tempat rumah dataku di kampung KB.
Pengukuran indikator tersebut dilakukan dengan cara menghitung rasio jumlah rumah data
kependudukan yang ada di kampung KB. Grand design Kependudukan bisa dipakal sebagai
panduan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam
mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program kependudukan kedalam RPIMD baik
yang bersifat influencing policy maupun responsive policy terhadap dinamika kependudukan
di daerah. Bila suatu kabupaten kota sudah menyusun GDPK dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan, maka sebenarnya upaya kabupaten kota dalam pembangunan
kualitas manusia telah berada pada roadmap yang benar.

10. Jumlah pembinaan implementas pendidikan kependudukan di tingkat Provins
dan kabupaten/ kota

Pada indikator Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan 3 target
Mode yang terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal. Pada model formal, target yang
diberikan yaitu 3 model dan telah terbentuk 7 sekolah siaga kependudukan di setiap
kabupaten kota. Target tersebut telah tercapai yaitu dengan terbentuknya 1 sekolah Siaga
Kependudukan tingkat SMA di setiap kabupaten/kota. Untuk mencapai target tersebut,
kegiatan implementas pendidikan kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota (formal, non
formal dan informal) yang dilaksanakan antara lain sosiaisas pendidikan kependudukan
melalui jalur formal, non formal dan informal baik langsung ke OPD KB Provinsi, OPD KB
kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, kepala
sekolah dan guru-guru, Balai Diklat (Bapelkes kota Batam), pengelola kampung KB, Saka
Kencana, PLKB dan Kader Kampung KB. Dan telah melakukan koordinasi ke dinas
pendidikan provinsi dan kabupaten kota serta melakukan kunjungan /bimbingan teknis ke
sekolah yang akan ditunjuk sebagai sekolah Siaga kependudukan serta memberikan Buku-
buku yang diperlukan oleh pendidik.
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11. Jumlah bimbingan teknis, monitoring dan evaluas bidang kependudukan.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau diberi target 1 pada indikator kinerja
ni, dan telah berhasil melaksankan bimbingan Teknis ke seluruh kabupaten/ Kota di
Provins Kepulauan Riau dan telah tercapai 100%. Beberapa Kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan guna mencapai terwujudnya target tersebut adalah Pemberdayaan kerjasama
jgaring kemitraan daerah, Fasilitasi teknis penyusunan profil dan proyeks kependudukan
serta Fasilitasi/pendampingan pengendalian dampak kependudukan di 7 Kabupaten/K ota dan
Monitoring dan pembinaan kelompok siaga kependudukan dan Koordinasi peningkatan

pendidikan kependudukan melalui kelompok siaga kependudukan di 7 Kabupaten/K ota.
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi

Tabe 11.A.12.1
Target dan Realisasi Sasaran Renstra K eluar ga Berencana

dan Kesehatan Reproduksi
INDIKATOR TARGET | REAL KETERANGAN
Cakupan Kegiatan BerKB dan| 100% 85 85 SUBBID

2019 ISASI
peningkatan kualitas pelayanan KB JALPEMSWA
sesuai dengan Standarisasi

13 | Jumlah Penggerakan Pelayanan KB 2170 | 2280 | 105,07 SUBBID

MKJP JALPEMSWA
14 | Jumlah Penggerakan Pelayanan KB 3 72 | 342,86 SUBBID
dan KR di Daerah Tertinggal, | FREK/ JALWILSUS

Perbatasan dan Kepulauan Terluar KAB
(DTPK), Wilayah Miskin Perkotaan
dan sasaran Khusus

15 | Persentase Faskes dan Jegjaringnya (di 85% 164 117 SUBBID
SeluruhTingkatan  Wilayah) yang | (140) JALPEMSWA
bekerjasama dengan BPJS dan
Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai
dengan Standarisasi Pelayanan

16 | Persentase Faskes yang Melakukan 85% 164 117 KASUBBID

Promosi dan Konseling kesehatan dan |  (140) KESPRO
Hak-hak Reproduksi di Provins dan
Kabupaten/ Kota

17 | Jumlah  Pembinaan, @ Monitoring, 1 1 100 BIDANG KB
evaluas dan fasilitasi bidang KBKR di KR

Kabupaten Kota
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12. Cakupan Kegiatan BerKB dan peningkatan kualitas pelayanan KB sesuai dengan

Standarisas

Dengan target sebesar 85% faskes dan jejaringnya yang melakukan pelayanan KB-KR

sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi, sudah mencapai target lebih dari 100%,
dimana seluruh faskes (164 faskes) dan jegaringnya sudah bekerjasama dengan BPJS dan
sudah berusaha memberikan pelayanan sesual standarisasi yang mana baru akan disusun
oleh BKKBN pada tahun 2019. Beberapa kegiatan yang ada sudah dilaksanakan di semua
faskes dalam rangka pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB
yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah dengan beberapa
kegiatan antaralain:

a. Orientasi pembiayaan pelayanan KB melalui INA CBG’s di FKRTL. Kegiatan ini
berupa pertemuan dengan FKRTL di 7 kab/ kota;

b. Sosidisas forum peningkatan pelayanan KB MKJP di faskes pemerintah dan
swasta. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan para koordinator pelayanan KB
faskes pemerintah dan swastadi 7 kab/ kota;

c. Kemitraan tingkat provinsi. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan mitra kerja
program KKBPK di 7 kab/ kota;

d. Faslitas jalpemswa, berupa penggandaan buku pedoman standarisasi pelayanan
keluarga berencana dan telah dibagikan kepada seluruh faskes pemerintah dan
swastadi 7 kab/ kota.

13. Jumlah Pengger akan Pelayanan KB MKJP

Target pada indikator ini adalah 2170 Akseptor, sedangkan realisasinya 2,280 atau
sebesar 105,07%. Dengan kondis peserta KB aktif pada akhir tahun 2019 sebanyak 336.042
peserta KB, dengan adanya target penambahan PA 2019 total peserta KB aktif yang
ditargetkan pada akhir tahun 2019 sebanyak 17.865 peserta KB. Data sampal dengan bulan
Desember 2019 menunjukkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 306,425 Peserta KB. Dalam
hal ini target peserta KB aktif (PA) tambahan untuk tahun 2019 sebanyak 3.093 Peserta KB,
bahkan terdapat drop out peserta KB sebanyak 29.36 % Peserta sampai dengan tanggal 13
Desember 2019. Data yang digunakan bersumber dari statistik rutin BKKBN. Capaian
peserta KB aktif dan DO pada tahun 2019 dikarenakan data PUS tidak di Up date dan tidak

bersumber dari lini lapangan.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut terdapat beberapa dukungan anggaran, yaitu:
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a) Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP, dengan sasaran di RKAKL
sebesar 2170 biaya penggerakan, hingga bulan Desember 2019, target ini dapat tercapal
104 % atau sebanyak 2252. Dimana untuk realisas penggerakan pemantapan kesertaan
ber KB metode kontrasepss MOW target tidak tercapai, namun hanya 83 peserta dari
target 483 akseptor atau sekitar 17 %. Hal ini disebabkan Akseptor MOW dengan indikasi
medis yang dilayani oleh Fasilitas Kesehatan dapat diklaim ke BPJS sedangkan akseptor
MOW vyang dilayani tanpa disertai indikasi medis tidak dapat di klam ke BPJS.
Disamping itu pagu anggaran pemantapan dan penggerakkan KB MOW di DIPA
BKKBN Tahun 2019 tidak mencukupi standart biaya yang ada di Fasilitas Kesehatan
sehingga pelayanan MOW tanpa indikas medis tidak dapat dilakukan. Pencapaian
Peserta KB MKJP sampai dengan bulan Desember 4149 dengan rincian 35.110 peserta
KB Baru (PB), 9.969peserta KB ganti caradan 94.271 peserta KB ulang.

b) Pelayanan pencabutan implant, dari volume RKAKL sebesar 237 biaya penggerakan
pencabutan implant, terealisasi 237 akseptor pencabutan implant.

14. Jumlah Penggerakan Pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan

Kepulauan Terluar (DTPK), Wilayah Miskin Perkotaan dan sasaran Khusus
Target tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) frekuens per tahun per kabupaten/kota

ditargetkan untuk penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah DTPK, wilayah miskin
perkotaan dan sasaran khusus. Redlisasi sudah melebihi target, yaitu sebesar 342,86%.
Berikut beberapa kegiatan dalam mendukung tercapainya kegiatan tersebut, antara lain:

a. Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra terkai tuntuk kegiatan ini
dilaksanakan dalam bentuk pelayanan KB di wilayah DTPK yang ada di 7
Kabupaten/ Kota.

b. Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan mitra terkait,
kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan KB yang dilaksanakan di wilayah
Kota Batam sebanyak 63 frekuensi.

c. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KB Pria. Bentuk kegiatan ini adalah
sosialisas dengan peserta calon akseptor KB Pria yang dilaksanakan di 5
Kabupaten/ Kota ( Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan, Kab.Karimun,
Kab.Lingga)

d. Forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di DTPK,

miskin perkotaan dan sasaran khusus tingkat provinsi. Kegiatan ini berupa
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sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten
Karimun dengan pesertaantaralain IBI, POLDA, TNI, dan PKK.

e. Pendampingan provider terlatih dalam pelayanan KB pria.
f. Pembinaan kelompok dan motivator KB pria
g. Pemantapan tim pelayanan KB bergerak di tingkat kabupaten/kota.

h. Penguatan program KBKR di wilayah dan sasaran khusus bersama mitra kerja

(PPKT, perbatasan, kumuhmiskin, DAS, transmigrasi).

i. Sosidisas melalui pertemuan maupun berbagai media KIE.

Persentase Faskes dan Jgaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang
bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan

Standarisas Pelayanan

Dengan target sebesar 85% faskes dan jgaringnya yang melakukan pelayanan KB-

KR sesua dengan SOP dan kesehatan reproduksi, sudah melebihi target, yaitu sebesar
117%, dimana seluruh faskes (164 faskes dari target 140 faskes) dan jgaringnya sudah
bekerjasama dengan BPJS dan sudah memberikan pelayanan sesual standarisasi yang telah
disusun oleh BKKBN Pusat Tahun 2019 dan di perbanyak BKKBN Provinsi Kepri dan telah
di distribusikan. Beberapa kegiatan yang ada sudah dilaksanakan di semua faskes dengan

beberapa kegiatan antara lain:

a

16.

Orientasi pembiayaan pelayanan KB melalui INA CBG’s di FKRTL. Kegiatan ini berupa
pertemuan dengan FKRTL di 7 kab/ kota.

Sosialisasi forum peningkatan pelayanan KB MKJP di faskes pemerintah dan swasta.
Kegiatan in iberupa pertemuan dengan para coordinator pelayanan KB faskes pemerintah
dan swasta di 7 kab/ kota.

Kemitraan tingkat provinsi. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan mitra kerja program
KKBPK di 7 kab/ kota.

Fasilitasi jalpemswa, berupa penggandaan buku pedoman standarisas pelayanan
keluarga berencana dan telah dibagikan kepada seluruh faskes pemerintah dan swasta di
7 kab/ kota

Per sentase Faskes yang M elakukan Promosi dan Konseling kesehatan dan Hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
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Target indikator ini pada tahun 2019 sebesar 85%. Pada kegiatan ini target yang
tercapal sebesar 117% dimana dari target 140 faskes, sudah terealisasi sebanyak 164 faskes.
Kegiatan yang mendukung pencapaian target ini antaralain:

a. Penggandaan dan distribus materi promosi dan konseling kespro berupa buku saku
promosi dan konseling kespro untuk PIK R dan videografis 1000 HPK.

b. Deteks dini KAR terintegrasi pelayanan KB MKJP.

c. Promos dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran berkualitas dalam era
JKN bersama mitra kerja.

d. Pemantapan promos dan konseling kesehatan hak-hak reproduksi di DTPK.

e. Integras penguatan promos dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi bersama

mitrakerja pada kegiatan momentum hari kanker sedunia.

17. Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluas dan fasilitasi bidang KBKR di Kabupaten
Kota
Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 7 Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini
sudah dilakukan sebesar 100%. Dimana kegiatan yang mendukung pencapaian target ini
antaralain:

a Sosidisas peningkatan akses dan kualitas penggerakan pelayanan KB dalam JKN.
Kegiatan ini berupa pertemuan dengan pengelola program KB di Faskes, OPD KB,
Dinkes dan BPJS yang dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota.

b. Monitoring dan pembinaan program KBKR ke kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan
monitoring alokon dan sarana prasarana di Kabupaten/ K ota.

c. Faslitas kesertaan ber-KB dalam SISN oleh PLKB/PKB di seluruh kota/kabupaten.
Kegiatan ini berupa pertemuan dengan PLKB, program di Faskes, OPD KB yang
dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota.

d. Pelayanan KB MKJP di rumah sakit. Kegiatan ini berupa pelayanan KB MKJP yang
dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Bintan dan Rumah Sakit Kasih Sayang Ibu yang
telah dilaksanakan 2 kali setahun.

e. Pembinaan bagi akseptor pasca pelayanan. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan
PLKB, pengelola program KB di Faskes dan OPD KB.

f. Pertemuan kemitraan kesertaan ber-KB jalur swasta Tk. Provins. Kegiatan ini berupa
pertemuan dengan DPM, BPM, klinik swasta dan rumah sakit swasta se-Provins

Kepulauan Riau.

g. Monitoring dan evaluasi kesertaan ber-KB MKJP di Lingkungan Subbid Jalpemswa.
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h. Monitoring dan Evaluasi Kesertaan ber KB di Lingkungan Subbid JALWILSUS.
i. Rakordaprogram KKBPK tingkat provinsi.

J.  Konsultasi Program KBKR bagi Kabid.

k. Konsultasi Program KBKR bagi Kasubbid Jalpemswa.

|. Konsultasi Program KBKR bagi Kepala Perwakilan di Lingkungan Bidang KBKR
m. Konsultasi Program KBKR bagi Kasubbid JALWILSUS.

n. Fasilitasi Pelayanan KB MKJP dalam Kegiatan Momentum.

0. Pembelian Obat Habis Pakai untuk MOW.

p. Peningkatan Kompetensi Pengelola Kesehatan dan hak-hak Reproduksi Melalui berbagai
Forum Tingkat Nasional.

g. Peningkatan Kualitas Penggerakan Pelayanan KB Pria
r. Pembelian Obat Habis Pakai untuk Pelayanan KB Mobile.
s. Dukungan Operasional Mobil Unit Pelayanan.

Ketahan Keluarga dan Pemberdayaan K eluarga Provins

Tabe I11.A.18.1
Target dan Realisasi Ketahanan Keluarga
dan Pemberdayaan Provins tahun 2019

TARGET REALISA % KETERANGAN

INDIKATOR
2019 Sl
18 | Pembinaan Keluarga 1 Provinsi | 1 Provins | 100 SUBBID
Sejahtera dan Pemberdayaan dan 7 dan7 KETAHANAN
Keluarga diseluruh tingkat kab/kota | kab/kota
wilayah
19 | Jumlah Pelaksanaan 1Prov/7 |1Prov7 | 100 SUBBID
sosidisas dan diseminasi kab/kota | kab/kota KETAHANAN

kebijakan Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga

(Pembangunan Keluarga)
diseluruh tingkatan wilayah

20 | Parsentase  Kabupaten/Kota 100 158 247 SUBBID
yang mengembangkan (64) KETAHANAN
kegiatan BKB  Holistik
Integratif

21 | Persentase kabupaten/Kota 100 244 113 SUBBID
yang melaksanakan (215) KETAHANAN

Pembinaan Genre (PIK R/M
dan BKR)
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22 | Persentase  Kabupaten/Kota 100 193 965 SUBBID
yang melaksanakan (20) KETAHANAN
Pembinaan Genre (PIK R/M
dan BKR)

23 | Persentase Kabupaten/K ota 100 201 239 | SUBBID PEK
yang melaksanakan (84)

pembinaan PEK dan
pembentukan kel ompok

UPPKS

24 | Jumlah Pembinaan, 1 1 100 BIDANG
monitoring, evaluasi dan DALDUK KS
fasilitasi kegiatan bidang
KSPK

18. Pembinaan Keluarga Sgahtera dan Pemberdayaan Keluarga disdluruh tingkat
wilayah
Pada indikator Sosialisas dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah dengan target 1 (satu) kali

pelaksanaan di Provins dan 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, sesuai dengan target yang telah

ditentukan, sasaran ini telah tercapai 100 %. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan
guna mencapai terwujudnya target tersebut adal ah:

a. Forum Koordinas Kemitraan KSPK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota Kegiatan ini
dilaksanakan di tingkat Provinsi, menghasilkan 1 (satu) dokumen tentang kesepahaman
melaksanakan program Pembangunan Keluarga secara bersama-sama dan
berkesinambungan serta strategi dalam melaksanakan dan pencapaian target program
tersebut.

b. Fadlitas Mitra Kerja KSPK untuk kegiatan di Kampung KB

c. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Provinsi, menghasilkan 1 (satu) dokumen tentang
sinergisitas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga di Kampung KB bersama
mitra kerja, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Bappeda, TP PKK, PD IBI, PD IDI, dan lain sebagainya.

d. Faslitas Kegiatan BKB Holistik Integratif di Kampung KB, Sosialisasi Pelaksanaan
Kegiatan BKL di Kampung KB, dan Sosidlisass PPKS di Seluruh Tingkat Wilayah
Kampung KB, yang dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, menghasilkan 7 (tujuh)

dokumen tentang upaya peningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina

Keluarga Balita Holistik Integratif, Bina Keluarga Lansia, dan pengelolaan Pusat
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Pelayanan Keluarga Sgahtera (PPKS) di Kampung KB oleh aparat desa, toga, toma,
serta masyarakat.

19. Jumlah Pelaksanaan sosialisas dan diseminasi kebijakan Keluarga Sgjahtera dan
Pember dayaan K eluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah

Pada indikator Sosidisas dan diseminas kebijakan Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah dengan target 1 (satu) kali
pelaksanaan di Provins dan 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, sesua dengan target yang telah
ditentukan, sasaran ini telah tercapai 100 %. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan
guna mencapal terwujudnya target tersebut adalah:

a. Gerakan Peran Pengasuhan Ayah Dalam Rangka Hari Keluarga

b. Orientas Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga
Balita dan anak

c. Koordinas Pembinaan Program Pembangunan Keluarga

d. Sosidisasi Pembentukan dan Pengelolaan BKL Melaui mahasiswva KKN Perguruan
Tinggi

e. Sosidisas Materi Lansia Tangguh Pra Lanjut Usia (45-59) Tahun/Materi Media KIE
Usaha Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera Sesual dengan Kearifan Lokal

20. Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistik
I ntegratif

Pada tahun 2019 ini tercatat 396 Kelompok BKB dan 158 Kelompok diantaranya
sudah menjadi kelompok BKB Holistik Integratif. Jumlah Kelompok BKB HI ini telah
melewati target yang telah ditetapkan pada tahun ini sebesar 64 Kelompok. Dengan
demikian redlisasi target tercapa 247 %.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang
menjadi mitra pelaksanaan Program Kependudukan di Provins Kepulauan Riau seperti Tim
Penggerak PKK Provinsi yang turut membantu melakukan pembinaan berjenjang kepada
kader kelompok kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui
Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, serta HIMPAUDI. Tingginya
angka tersebut juga tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran untuk Kelompok Tribina
di Kampung KB yang dianggarkan melalui dana DAK.
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Adapun hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih tingginya

ketergantungan anggaran Kabupaten/K ota terhadap Perwakilan BKKBN Provinsi, sehingga

sebagian Kabupaten/ Kota belum bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Beberapa Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai terwujudnya target
tersebut adalah:

a

b
c
d.
e
f

21.

- @ ™

Perbanyakan Materi dan Media Promosi BKB dan Anak

. Gerakan Pengasuhan Anak Dalam Rangka Hari Anak Nasional

Kemitraan Program BKB dengan Lintas Sektor
Workshop Penyuluhan BKB Holistik Integratif

. Gerakan Orang Tua Hebat Dalam rangka Hari Ibu Nasional

Melalui Program Ketahanan Keluarga, Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau telah
turut berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di Provins Kepulauan Riau.
Target peningkatan pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari
pertama Kehidupan (HPK) terealisas 100% dari 2.918 keluarga yang menjadi sasaran.
Kegiatan dilakukan didaerah Stunting yang telah ditetapkan yakni 10 (sepuluh) daerah
garapan stunting di Kab. Lingga

Per sentase Kabupaten/K ota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK R/M dan
BKR) Beberapakegiatan yang dilakukan dalam upaya pembinaan Genre adalah:

Workshop Penyigpan Perencanaan kehidupan Berkeluarga Bagi remaja Putri Sebagal
Caon Ibu bagi pengelola Genre Tingkat Nasional;

Penguatan Forum Genre Tingkat Provinsi;

Dukungan Operasional Kegiatan PIK R (7 Kelompok);

Pertemuan Sinkronisasi Program Kerja Duta Genre Provinsi dengan Pengelola Program
Kab/Kota;

Promosi PUP pada Momen Hari Remaja Internasional dan Momen Strategis Lainnya;
Penggandaan Materi dan Media Program K etahanan;

Dukungan Kegiatan PIK R di Kampung KB;

Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia;

Temu Kerja Genre Kepulauan Riau;

Fasilitass Pembentukan dan Pengembangan Program ketahanan Keluarga Meaui
Sinergitas PPKS Peduli Keluarga.
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Pada tahun 2019 ini jumlah kelompok PIK R yang baru terbentuk adalah sebanyak
46 kelompok PIK remaa dari total 198 Kelompok PIK R yang terbentuk Tahun 2018,
dengan demikian untuk tahun 2019 redlisas target kinerja pembinaan kelompok yang
berlangsung dikab/kota adalah sebesar 113% atau 244 Kelompok dari 215 target yang
ditatapkan Tahun 2019.

Sementara itu, kelompok kegiatan lain yang terkait dengan Program Remaja lainnya
adalah Kelompok BKR telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan edukasi
Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri Sebagai calon Ibu. Jumlah Kelompok BKR mengalami
peningkatan jumlah yang cukup signifikan yakni dari 117 Kelompok BKR pada Tahun 2018
bertambah menjadi 154 Kelompok BKR pada Tahun 2019.

Adapun beberapa faktor keberhasilan program diantaranya adalah adanya dukungan
dan mitra kerja terkait, meningkatnya peran serta Duta Genre Kepulauan Riau melalui

Forum Genre terhadap program KKBPK serta tersedianya dukungan anggaran melalui DAK

22. Per sentase K abupaten/K ota yang melaksanakan Pembinaan BKL
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan

adalah:

a) Pendampingan Pengelolaan dan Pembinaan BKL dan PPKS Melaui Peran Perguruan
Tinggi.
Hingga saat ini terdapat 2 (dua) Perguruan Tinggi yang telah berperan aktif dan berperan
serta terhadap Program Ketahanan Lansia dengan melakukan pembentukan dan
melaksanakan berbaga kegiatan di PPKS yakni Universitas Riau Kepulauan dan Stikes
Mitra Bunda Persada

b) Pendampingan Pembentukan CeO BKL Kab/Kota dalam Pendampingan PJP Kerjasama
dengan Posyandu

c) Pengembangan dan Perbanyakan Materi Promosi BKL dan PPKS

d) Workshop Program Ketahan Keluarga Lansia dan Rentan

e) Dukungan Ketahanan Keluarga Lansia dan rentan Pada Momen Strategis

f) Penguatan Pengelolaan PPKS dengan Mitra Kerja Daerah

g) Dukungan Pengembangan PPKS pada Perguruan Tinggi

h) Aksdleras Pencapaian Progran KKBPK Melaui PPKS Peduli Keluarga Prov.
Kepulauan Riau
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Jumlah Kelompok BKL dari 20 Kelompok yang menjadi target kegiatan telah teralisas
sebesar 193 Kelompok atau sebesar 965%. Tingginya animo dan dukungan mitra kerja
menjadi salah satu faktor penentu dari tingginya realisasi. namun demikian dukungan
anggaran APBN masih rendah terhadap keberlangsungan Kelompok BKL. Hal ini dapat
terlihat dari minimnya bantuan operasional yang didistribuskan pada Kelompok 7
Kelompok BKL atau hanya sebesar 3,62 persen

23. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan
pembentukan kelompok UPPK'S

Pada tahun 2019 target kinerja pembinaan kelompok UPPKS adalah 84 Kelompok
UPPKS dan telah terealisasi sebanyak 193 kelompok di 7 Kabupaten/ Kota yang
mendapatkan pembinaan tentang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKYS) atau sebesar 123.

Adapun hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sangat
rendahnya dukungan anggaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota kepada
progran Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Meaui APBN, dukungan ATTG (Alat
Teknologi Tepat Guna) yang diberikan hanya kepada 30 kelompok UPPK'S sgja atau sekitar
15,15 dari 198 kelompok yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

24. Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang K SPK
Target pada indikator Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang

KSPK di Kabupaten dan Kotaadalah 7 Kabupaten/ Kota dan 1 Tingkat Provinsi. Pada tahun

2019ini tercapai 100 %.

Pembinaan, monitoring, dan evaluasi program Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui

kunjungan langsung ke kelompok kegiatan Tribina, UPPKS, PIK Remga, dan Pusat

Pelayanan Keluarga Segjahtera (PPKS) di 7 Kabupaten/ Kota. Beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan guna mencapal terwujudnya target tersebut adalah sebagai berikut;

a. Monitoring dan Evaluas Program GenRe

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelompok UPPKS

c. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Segjahtera.

d. Monitoring dan Evaluas Program Tribina (Kelompok BKB, BKR dan BKL)
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Advokasi, Pengger akan dan Informas Provinsi

Tabd I11.A.25.1.
Target dan Realisas Advokasi, Pengger akan dan
dan Pemberdayaan Provins tahun 2019

INDIKATOR TARGE| REALIS % | KETERANGAN

T 2019 AS|

25 | Persentase stakeholder/ mitra 80 7 116 KASUBBID
kerja dan masyarakat di seluruh (6 PENGGERAKKAN,
tingkatan wilayah yang kab/kota) ADV & KIE
mendapatkan pembinaan advokasi
dan KIE program KKBPK

26 | Jumlah pembinaan dan sosialisasi 1 1 100 KASUBBID
kebijakan, strategi dan materi PENGGERAKKAN,
advokasi dan KIE Pembangunan ADV & KIE
KKBPK

27 | Jumlah penayangan informas | 5media | 15 media | 300 KASUBBID
KKB melalui berbagai media PENGGERAKKAN,
cetak dan elektronik, media luar @bV & KIE
ruang dan seni budaya/tradisional

28 | Jumlah pembinaan mekanisme 7 7 100 KASUBBID
operasional dalam penguatan PENGGERAKKAN,
pelayanan dasar masyarakat ADV &=

29 | Jumlah wilayah yang | 1Prov 1Prov | 100 KASUBBID
mendapatkan dukungan | dan7 dan7 PENGGERAKKAN,
pendampingan kemitraan dalam | keb/kota | kab/kota ADV & KIE
pembangunan KKB di seluruh
tingkatan wilayah

30 | Persentase kesertaan stakehol der 100 7 100 KASUBBID
dan mitra kerjadalam (7 PENGGERAKKAN,
implementasi program KKBPK wilayah) U=

31 | Pengelolaan Datadan Informasi 2 2 100 KASUBBID
program KKBPK di Provinsi DATIN

32 | Jumlah pengelolaan data dan 1 1 100 KASUBBID
informasi program KKBPK di DATIN
provins

25. Per sentase stakeholder/ mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah
yang mendapatkan pembinaan advokasi dan KIE program KKBPK

Pada bidang ADPIN khususnya Subbidang Advokas dan KIE capaian tahun 2019

untuk Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang

mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK ditargetkan sebesar 80% telah

tercapal sepenuhnya sehingga pencapaiannya 100%. Stakeholder/mitra kerja ini terdiri dari

antara lain Pemerindat Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), Organisas Perangkat
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Daerah (OPD) KB, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, IBI, PKK, Aisiyah. Dari beberapa mitra
tersebut hanya dengan Polri dan Aisiyah yang kurang mendapat Pembinaan Advokasi dan
KIE.

26. Jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE
Pembangunan KKB
Target indikator ini pada tahun 2019 adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan dan

Sosialisas kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB di 7 (tujuh)

Kabupaten/Kota telah tercapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai

target ini antaralain:

a. Workshop Pengembangan Panduan Advokasi dan KIE below the line Program KKBPK
di tingkat Provinsi sebanyak 1 kegiatan dengan mengundang kepala OPD KB di 7 (tujuh)
Kabupaten/K ota se-Provinsi Kepulauan Riau.

b. Pengembangan Koordinasi Kemitraan dengan Media Massa Lokal (Elektronik dan
Cetak) Tingkat Provins dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan dengan mengundang
wartawan media massa lokal cetak dan elektronik.

Penggarapan Advokasi dan KIE diwilayah khusus

d. Monitoring dan evaluas kegiatan Advokas dan KIE Program KKBPK di Kampung KB

yang telah terlaksana di 66 Kampung KB (7 Kabupaten/Kota) se Provinsi Kepulauan

Riau

27. Jumlah penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik,
media luar ruang dan seni budaya/tradisional
Redlisasi pada tahun 2019 sudah baik, bahkan sudah melebihi target yaitu 300%.
Penayangan informasi KKB ini dilaksanakan melalui berbagai media dan Mupen, beberapa
kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya sebagai berikut:
a.)Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar
ruang dan seni dan budaya/tradisional. Pada tahun 2019 telah dilakukan beberapa kegiatan
penayangan informasi KKB melalui berbagai media, antaralain:
Pengembangan dan Produkst Media Advokas dan KIE Progran KKBPK berupa
produksi bingka poster yang didistribusikan dikampung Keluarga Berencana di 7
(tujuh) Kabupaten/K ota.
Penayangan informasi KKBPK melalui media elektronik berupa spot iklan di radio-

radio lokal, talkshow, jingle dan mars KB, liputan program KKBPK melaui radio dan
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televisi, siaran langsung melalui radio dan televisi, penayangan iklan layanan
masyarakat dengan tema Program KKBPK dan Talk show di TV loka dan TV daerah
selama 12 bulan.

Penayangan informass KKBPK melaui media massa cetak berupa banner iklan
KKBPK, liputan berita seputar kegiatan Program KKBPK dan advetorial di surat
kabar daerah.

Pencetakan dan pendistribusian Buku Saku MKJP bagi PPKBD/Sub PPKBD di
Desa/Kelurahan di 7 (tujuh) Kabupaten/K ota.

Pencetakan dan distribusi Materi Program KKBPK lini Bawah berupa Lembar Balik
Konsding/KIE bagi PPKBD/Sub PPKBD dan Babinsadi 7 (tujuh) Kabupaten/K ota.
KIE dan Promosi Program KKBPK melalui media luar ruang berupa media KIE
berupa spanduk, umbul-umbul, baliho/billboard yang membawa pesan-pesan aksi dan
pesan pendukung guna promosi Program KKBPK ke masyarakat dan diwilayah
kampung KB di 7(tujuh) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau.
Pengembangan KIE berbasis Komunitas Gerakan Keluarga Pada Sasaran (Grebeg
Pasar) di Kota Batam dengan sasaran komunitas tukang oj ek.

KIE dan Promos Program KKBPK meaui momentum Hari Keluarga Tingkat
Nasional dan Provinsi, pencanangan dan penutupan Bhakti Sosial TNI, IBI, PKK, KB
dan Kesehatan tingkat Provinsi.

b.) Pelaksanaan Advokas dan KIE program KKBPK melalui Mupen.

Pada tahun 2017 ini tercapai 99%, dari 7 kabupaten/kota di Provins Kepulauan Riau
dan pada tahun 2019 ini tercapai 6 (enam) kabupaten/kota sudah memanfaatkan Mobil Unit
Penerangan (MUPEN) dalam memberikan advokas dan KIE Program KKBPK ke
masyarakat. Selain itu juga provins memfasilitasi kabupaten/kota agar terus
mendayagunakan MUPEN milik Kabupaten/Kota agar dapat ikut serta dalam penggerakan
pelayanan KKBPK dengan didukung anggaran di tahun 2019 tercapai 97,8 % teredisasi
oleh 6 (enam) Mupen kabupaten/kota.

28. Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar
masyar ak at
Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 7 gerak. Pada tahun 2019 kegiatan

pembinaan mekanisme operasional dilaksanakan sebanyak 7 gerak. Sama kondisinya dengan
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kegiatan penggerakan pembinaan bagi PKB/PLKB dan mitra kerja, kegiatan mekanisme
operasiona ini juga tidak dapat dilaksanakan 100%. Dari 2 kabupaten/kota.Beberapa

kegiatan yang menunjang target tersebut adalah sebagai berikut:

a

29.

Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat tingkat
desa yaitu suatu pertemuan yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh perangkat
desa, toga toma, bidan desa, PLKB, IMP, dan sebagainya untuk membahas masalah atau
pun merencanakan kegiatan KKBPK. Sedangkan untuk pembinaan mekanisme
pelayanan dasar tingkat Kecamatan yaitu suatu pertemuan yang dipimpin oleh Camat
dan dihadiri oleh perangkat kecamatan, toga toma, perangkat desa,PPLKB, PLKB, IMP,
dan sebagainya untuk membahas masalah atau pun merencanakan kegiatan KKBPK.
Pertemuan kemitraan program KKBPK tingkat kecamatan (Rakor kecamatan) dan
pertemuan kemitraan program KKBPK tingkat Desa/K elurahan.

Monitoring dan Evaluas Penggerakkan Mekanisme Operasiona dan Implementas
Kegiatan di Bidang Adpin di Lini Lapangan ditargetkan sebanyak 4 pada tahun 2019.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan kepada monitoring dan evaluas pelaksanaan
penggerakkan Mekanisme Operasional Lini Lapangan dan Kampung KB yang telah
dibentuk diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 66 Kampung
KB di tahun 2019. Adapun realisasi kegiatan di tahun 2019 ini sebesar 63%.

Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam
Pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah
Target pencapaian pada tahun 2019 adalah 1 Provins dan 7 kabupaten/ kota, berupa

dukungan penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah.

Pada indikator ini Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam penggerakan pembinaan

KKBPK bagi mitrakerja antaralain:

a

Pertemuan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) Tingkat Desa/K elurahan, sasaran kegiatan
ini adalah jumlah PPKBD/Sub PPKBD melakukan pertemuan dan pembinaan di 387
Desa dengan frekuens 4 gerak

Fasilitas Penggerakkan Program KKBPK bagi Penyuluh KB (PKB/PLKB) Tim
Operasiona Tk. Desa (TKBK), sasaran dari kegiatan adalah Pembinaan PLKB ke Kader
sebagal kegiatan dimana PLKB membina kadernya (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam
penggerakan program KKBPK di lapangan. Sasaran kegiatan meliputi Penyuluh KB di
387 Desa.
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Pembinaan KKBPK bagi masyarakat oleh PPKBD/K ader tingkat Desa adalah pembinaan
Program KKBPK yang dilakukan PPKBD/Kader di desa wilayah binaannya masing-

masing.

30. Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi Program

KKBPK
Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program

KKBPK dilaksanakan dalam berbagal kegiatan, diantaranya:

a

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tingkat Provinsi. Kegiatan ini

mengundang 55 peserta dari berbagai lintas sektor.

Orientasi/Diseminasi sehari progran KKBPK bagi PPKBD/Sub PPKBD Kader 7 di
kabupaten/K ota.

Forum Koordinas Pelaksanaan Intervensi kegiatan Kampung KB dengan Lintas Sektor
Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan

Pencanangan dan Penutupan Bhaksos dengan Mitra. Kegiatan yang dilakukan berupan
pencanangan bhaksos dengan Mitra TNI dan PKK

Pembinaan Operasional Lini Lapangan. Kegiatan yang ditargetkan untuk seluruh
PKB/PLKB Kabupaten/K ota dapat terlaksana 100%.

Pembentukan Kampung KB

Pada tahun 2019 target yang diberikan pada road map pembentukan kampung KB di
Provins adalah terbentuknya kampung KB di seluruh kecamatan. Hingga bulan Oktober
2019, 49 kampung KB di seluruh Kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau berhasil
dibentuk (tercapai 63%).

31. Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provins

Pada Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi yang terdapat

pada Subbidang Data dan Informasi target capaian pada tahun 2019 yaitu 2 jenis data dan

informasi. Terdapat satu indikator dengan target 7 Kabupaten/K ota. Target pada indikator ini
bisa tercapai 100%, pada tahun ini data keluarga dan data RR tersedia di 7 Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Riau.
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32 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provins
Target pada indikator ini adalah 7 (tujuh) kabupaten/kota. Output yang diharapkan adalah
adanya peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di Provinsi dan
pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan
keluarga. Beberapa indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan
pengelolaan data dan informasi program KKBPK Provins pada tahun 2019, antaralain:
a) Peningkatan pengel olaan data dan informasi program KKBPK di Provins

Pengadaan Sarana Formulir

Target kegiatan pengadaan sarana formulir adalah tersedianya formulir 3 (tiga)
sub sistem pencatatan dan pelaporan yakni formulir pendataan keluarga,
pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan 2019. Target pelaksanaan
adalah sampai dengan pendistribusian di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan pada bulan November 2019.

Operasiona Pencatatan dan Pelaporan

Target kegiatan ini adalah memberikan dana stimulan bagi para petugas
pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan 2019.
Target pelaksanaan adalah 161 orang petugas pencatatan dan pelaporan di 161
faskes, 73 orang petugas pencatatan dan pelaporan di 73 kecamatan dan 416
orang petugas penghubung di 416 desa/ kelurahan. Kegiatan ini telah selesal
dilaksanakan pada bulan April 2019.

Monitoring dan Evaluasi SIGA

Target pelaksanaan monitoring dan evaluas SIGA tahun 2019 di 2(dua)
kabupaten/kota uji coba SIGA untuk melakukan perbaikan terhadap data
Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan melalui aplikasi SIGA. Kegiatan ini
dilakukan terutama dengan mengunjungi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB dan
melakukan pembinaan kepada tenaga pengelola data Faskes KB dan PLKB
sebagai petugas pengelola data di 2 kabupaten/kota uji coba yakni Kabupaten
Karimun dan Kota Tanjungpinang. Selain itu juga dilakukan monitoring dan
evauas terhadap Pengolahan dan Pelaporan Pendataan Keluarga sebagal salah
satu basis data terdepan dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tersebut.

Pengelolaan Statistik Rutin Program KKBPK (Umpan Balik) Tk. Provinsi

Target pelaksanaan Pengelolaan Statistik Rutin Program KKBPK (Umpan Balik)
Tk. Provinsitahun 2019adalah tersedianya umpan balik sebagai bagan evaluas
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hasil perkembangan program KKBPK di tiap kabupaten kota setigp bulannya.
Dengan adanya umpan balik dapat dilakukan perbaikan terhadap keseluruhan
aspek program KKBPK yang telah dilaksanakan disetiap bulannya.

Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga

Target pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga tahun 2019adalah 7
(tujuh) kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan terhadap data Pelayanan KB
dan Pengendalian Lapangan (statistic rutin) yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini
dilakukan terutama dengan mengunjungi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB dan
melakukan pembinaan kepada tenaga pengelola data Faskes KB dan PLKB
sebagal petugas pengelola data di kabupaten/kota. Selain itu juga dilakukan
monitoring dan evaluas terhadap Pengolahan dan Pelaporan Pendataan Keluarga.
Paparan Data dan Informasi Program KKBPKProvinsi

Kegiatan ini berupa rapat pengendalian program (Radalgram) yang dilakukan
dengan cara memaparkan hasil evaluas Data dan Informasi Program
KKBPKProvins setiap bulannya (12 kegiatan). Pada tahun 2019 pemaparan Data
dan Informasi Program KKBPK Provins Kepulauan Riau sudah dilaksanakan
setigp bulan, atau target telah tercapai 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah
diperolehnya pemetaan permasalahan pencapaian program pada tingkat
Kabupaten/kota serta dirumuskannya strategi untuk penyelesaian masalah
sekaligus perumusan strategi akselerasi pencapaian program.

Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informas
kependudukan dan keluargadengan target tahun 2019 adalah 1 (satu) dokumen
pengelolaan data dan informas program KKBPK di provinsi. Beberapa kegiatan
yang dilaksanakan antaralain :
Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Petugas RR Tahun 2019
Orientasi Bagi Petugas R/R Tingkat Provinsidimaksudkan untuk meningkatkan
pemahaman dan kemampuan petugas R/R 7 kabupaten/kota dalam melakukan
pemutakhiran data keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di Perwakilan BKKBN
Provinsi Kepulauan Riau padatanggal 9 — 11 April 2019.

Fasilitas Video Conference Tk. Provins

Kegiatan ini berupa fasilitas terhadap pertemuan melalui video conference yang
berpusat di BKKBN Pusat. Kegiatan ini salah satunya adalah paparan Data dan
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Informasi Program KKBPK Nasional tiap bulannya dan juga fasilitas terhadap
kegiatan pertemuan Video Conference dari berbagaibidang. Pada tahun 2019
Kegiatan pemaparan Data dan Informas Progran KKBPK Nasional sudah
dilaksanakan setiap bulannya.

Diseminasi Hasil Pencatatan dan Pelaporan Tahun 2019

Target kegiatan ini adalah 7 kegiatan di 7 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, target
ini dapat tercapai 100%, dimana 7 kabupaten/kota mendapatkan dukungan dalam
pelaksanaan Diseminasi Hasil Pencatatan dan Pelaporan Bagi Petugas RR
Tahun 2019.Hasil kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas bagi petugas R/R
dalam melakukan pengelolaan pemutakhiran Data Keluarga baik secara online

maupun offline di Kabupaten/ Kota masing-masing.

Dukungan Kegiatan M anajemen/ Sekr etariat Provinsi

Tabel 111.A.33.1
Target dan Realisas Dukungan Kegiatan M anajemen
Tahun 2019
INDIKATOR TARGET | REALISA | % KETERANGAN
2019 Sl

33 | Dukungan Manajemen di 13bulan | 13bulan | 100 | SUBBAGUMUM &
Provinsi (t_erma&Jk ggji/OOl KSS?E@?N
dan pemeliharaan rutin/002)

34 | Persentase ketepatan 100 100 100 KEﬁLAlIB\IBCQA?\I A
Pembayaran ggji dan uang BMN
makan pegawai (Perwakilan
BKKBN Provinsi)

35 | Jumlah penyelenggaraan 12 12 100 SUBBAG
operasional dan pemeliharaan UMUM
perkantoran

36 | Jumlah penyelenggaraan 12 12 100 | SEKRETARIAT
Manajemen di Provins
(Keuangan dan BMN,

Perencanaan, Kepegawaian,
Umum dan Ortala)

37 | Persentase pengadaan sarana 100 100 100 SUBBAG
prasarana sesuai Standar UMUM
Barang dan Standar
Kebutuhan (SBSK)
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33. Dukungan manajemen di Provinsi (termasuk gaji/ 001 dan pemeliaraan rutin/002)
Pada tahun 2019 ditargetkan dukungan manajemen di provins termasuk Pelaksanaan
pembayaran gaji dan pemeliharaan rutin terlaksana 100%. Capaian realisasi dukungan
mangiemen di provins terlaksana sesuai dengan target yaitu 13 bulan dan pencapaian

tersebut sesuai dengan target.

34. Persentase ketepatan Pembayaran gaji dan uang makan pegawai
Pada tahun 2019 pencapaian persentase ketepatan Pembayaran gaji dan uang makan
pegawa ditargetkan sebesar 100%. Redlisasi pada bulan desember target tersebut telah
tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari adanya penyelenggaraan
SOP penganggaran yang baik di internal Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau.

35. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaa perkantoran

Pencapaian penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran terlaksana
sesual dengan target yaitu 12. Hal ini sesuai dengan perjanjian kinerja, sehingga pencapaian
100% Target pada indikator ini adalah 12 bulan layanan. Pada tahun 2019 penyel enggaraan
operasional dan pemeliharaan kantor terlaksana 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara
lain yaitu Jamuan delegasi, fasilitasi protokol, operasiona pimpinan, biaya langganan listrik,
telepon, bandwith, sewa gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor seperti sarana kerja pegawai baik komputer, laptop, printer, peralatan
dan perlengkapan kantor seperti pemeliharaan AC, keperluan harian perkantoran dan
pembelian ATK kantor, pengiriman surat dinas, pengelolaan disposis surat masuk dan
pembayaran gaji bulanan bagi pengelola satker dan pegawai pembantu kantor.

36. Jumlah penyelenggaraan Manajemen di provins (Keuangan, dan BMN, Perencanaan,
Kepegawaian, Umum dan Ortala)

Pencapaian Penyelenggaraan Mangjemen di Provins tahun 2019 terealisas 100%
atau sebanyak 12 dari target 12. Untuk pencapaian penyelenggaraan mangjemen tesebut
perlu di upayakan peningkatan kompetensi aparatur Perwakilan BKKBN Provins
Kepulauan Riau, penguatan budaya organisasi. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
(Revis) Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 2015-1019, target indikator Program
Dukungan Mangiemen Provins lebih disederhanakan. Pada renstra revisi sasaran yang

ditargetkan dari jumlah penyelenggaraan manajemen di Provins sebanyak 12 kegiatan.

Target ini berbeda dengan target pada renstra 2 tahun yang lalu, dengan target sebanyak 6
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dokumen pelaksanaan. Capaian indikator dukungan manaemen di Provinsi tahun 2019
terlaksana 100%.

Hasil (outcome) yang diharapkan dari pelaksanaan Dukungan Mangemen di
Perwakilan BKKBN Provinsi adalah tersedianya dukungan mangemen dalam rangka
penyelenggaraan progran KKBPK. Berbagai kegiatan dilaksanakan guna mendukung
tercapainya indikator kinerja utama (IKU) program dukungan manajemen di provinsi, antara
lain: Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan
pel aksanaan program pengendalian penduduk dan KB, Tingkat opini laporan keuangan oleh
BPK, Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja,
Persentase terlaksananya pengembangan karis aparatur sipil negara (ASN) yang
kompetensinya sesuai dengan standar (roadmap), Indeks kepuasan pelayanan administras
perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, Jumlah

dukungan manajemen pengelolaan program KKBPK di Provingi.

Perencanaan program dan anggaran tahun 2019 dilaksanakan guna mendukung
pencapaian salah satu indikator kinerja utama program yaitu jumlah dokumen perencanaan
program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan antaralain:
Pengembangan kebijakan dan strategi perencanaan program dan anggaran, untuk
mengakomodir berbagai perubahan kebijakan dan pemberian informasi terkait kebijakan
dan strategi perencanaan yang sekarang berdasarkan money follows program tidak lagi
money follows function.

Dalam rangka sinkronisas program KKBPK di Proving, dilaksanakan pertemuan
sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan prioritas;

Forum koordinasi DAK Subbidang KB serta penguatan tim pengendali DAK Provins
melalui fasilitass DAK di kabupaten/kota. Forum koordinass DAK dilaksanakan pada
ava tahun 2019, untuk membekali para pengelola DAK kabupaten/kota dalam
pelaksanaan DAK Fisik Subbidang KB. Selanjutnya tim pengendali teknis DAK Provins
juga mengawal para perencana DAK kabupaten/kota dalam membuat usulan kegiatan
DAK Fisik Subbidang KB Tahun 2020 melalui aplikasi e-planning DAK dan mengawal
penyusunan RKA BOKB sesuai dengan program dan kegiatan BOKB.
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37. Presentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar
Kebutuhan.

Redlisas output tahun 2019 sudah 100% sebagaimana tercantum dalam target
perjanjian kinerja. Pengadaan sarpras berdasarkan analisis kebutuhan yang ada.

Pengawasan Provinsi

Tabel 111.A.38.1.
Target dan Realisasi Pengawasan Provins
Tahun 2019
_ INDIKATOR % REALISA | % m
2019 Sl
38 | Jumlah pelaksanaan 1 1 100 SUBBAG
pengawasan dan peningkatan UMUM
akuntabilitas aparatur di
Provins
39 | Jumlah peningkatan 1 1 100 SUBBAG
pel aksanaan pengawasan UMUM
lainnya dan penerapan ZI
WBK

38. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di
provins.

Target Perwakilan BKKBN Provinss Kepulauan Riau pada Jumlah Pelaksanaan
pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di Provins telah ditetapkan pada
perjanjian kinerja adalah 1 . Realisasi di tahun 2019 ini sudah tercapai 100%, artinya sudah
terdapat 1 dokumen LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Outcome dari program ini adalah
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK dengan output terwujudnya
akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di Provins. Indikator kinerja utama dari
program pengawasan ini adalah persentase temuan penyimpangan strategis dalam
pelaksanaan pengelolaan KKBPK oleh eksternal audit dan jumlah pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi. Beberapa
kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2019, antara lain: Pembinaan program
KKBPK kabupaten/kotaBerbeda dengan tahun 2019 kegiatan pengawasan terpadu ke
kabupaten kota, Kegiatan ke kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk pembinaan program
dan pendampingan bagi pengawasan internal dan eksternal, yaitu pendampingan uji coba
pedoman audit kinerja oleh BPKP Provinsi. Pendampingan audit kinerja oleh BPKB
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Perwakilan Provins Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan, serta pendampingan monitoring
dan evaluas audit di kabupaten/kota.

39. Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan peningkatan
pengawasan dan penerapan ZI WBK. Sesual dengan perjanjian kinerja, telah tercapai sesual
dengan target (1 dokumen) serta telah dilaksanakan sosidisasi ZI WBK bagi seluruh
pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dengan narasumber
Inspektur utama BKKBN.

Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama I nter nasional

Tabel 111.A.40.1.
Target dan Realisasi Pelatihan, Penelitian Pengembangan Provinsi
Tahun 2019
_ INDIKATOR @ REALISA % @
2019 Sl

40 | Jumlah SDM provinsi (SDM 71 99 139 SUBBID
Aparatur dan tenaga LATBANG
fungsional Penyuluh
Keluarga Berencana -

PLKB/PKB) yang
mendapatkan pembinaan dan
pengembangan kapasitas

41 | Jumlah pembinaan dan 1 1 100 SUBBID
pengembangan SDM (SDM LATBANG
Aparatur dan Tenaga
Fungsional)

42 | Jumlah hasil penelitian dan 3 3 100 SUBBID
pengembangan program dok LATBANG
KKBPK di Provins yang penelitian
dimanfaatkan (KKBPK

dan
RPIMNyP
rov

43 | Jumlah hasil-hasil penelitian 3 3 100 SUBBID
dan pengembangan program LATBANG
KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan
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40.  Jumlah SDM provins ( SDM aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk tenaga
Fungsional Penyuluh KB /PKB) yang mendapat pembinaan dan pengembangan
kapasitas
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi yang terdidik

dan terlatih menjadi sangat penting dalam mendukung pencapaian keberhasilan program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini, realisasi

kinerja sangat baik, sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 139%.

Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
berusaha keras dalam melakukan peningkatan pencapaian tenaga terlatih. Selain itu,
diupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan melalui keikutsertaan pengelola
bidang latbang dalam TOT dan Pelatihan lainnya.

Berikut SDM terlatinh melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Latbang Perwakilan

BKKBN Provins Kepulauan Riau di tahun 2019 :

a. Persentase Toga, Toma, LSM dan Mitra Kerjayang terlatih.

Kegiatan ini betujuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, dan tokoh Adat dalam melakukan KIE dan Advokas
mengenai Program KKBPK kepada masyarakat.
Jumlah Penyuluh KKBPK yang telah mengikuti pelatihan teknis
Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
menyel enggarakan hanya 3 (tiga) pelatihan teknis pada tahun 2019, yaitu
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Program KKBPK Bagi PKB/PLKB yang
dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 3 Juli 2019 diikuti oleh 22
orang Penyuluh KKBPK. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetens,
pengetahuan dan keterampilan Penyuluh KKBPK terhadap Program KKBPK secara
keseluruhan.
Pelatihan Pengelolaan SIGA , SIGA ( Sistem Informas Keluarga ) merupakan
sebuah sistem informasi yang lebih akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai peta
kerja, intervensi program dan pengukuran kinerja. Pelatihan ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta dalam
pengelolaan data statistik serta penggunaan aplikasi mangemen wilayah dan user
pada aplikasi. Pelatihan ini yang diselenggarakan pada 3 -6 April 2019 dengan
diikuti oleh 21 orang peserta sebaga perwakilan tigp OPD-KB di Provins

Kepulauan Riau.



LAKIP 2019

Pelatihan Pemetaan Indikator Program KKBPK Meélalui Aplikasi Dev-info Pelatihan
ini bekerjasama dengan bidang Pengendalian penduduk Perwakilan BKKBN
Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan pada bulan Mel 2018 diikuti oleh 22 orang
peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan peserta terkait penggunaan aplikasi Dev-info untuk pemetaan indikator
ProgramKKBPK
Diklat Fungsional Dasar Bagi PKB PNS, Selama dua tahun, Bidang Latbang
Perwakilan BKKBN Provins kepulauan Riau mengikut sertakan PKB.
Pelatihan Teknis Advokasi dan KIE bagi Pengelola Program KKBPK
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
Pengelola Program KKBPK dalam melakukan advokasi ke pemangku kebijakan dan
menyampaikan KIE ke masyarakat. Hampir setiap tahun Bidang Latbang Perwakilan
BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan pelatihan Teknis Advokasi
dan KIE.
b. Pelatihan Kampung KB Bagi POKJA Kampung

Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menyel enggarakan

pelatihan Kampung KB Bagi POKJA Kampung KB selama 4 ( empat ) hari, dimuali

tanggal 7 — 10 Me 2019, dengan diikuti oleh 28 orang yang terdiri dari unsur :
OPD-KB Kabupaten/ Kotadi Provins Kepulauan Riau
Subbidang Penggerakan Kabupaten/ Kotadi Provinsi Kepulauan Riau
Penyuluh KB Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Desa dan Ketua Kampung KB di Provinsi Kepulauan Riau

c. Pelatihan Enumerator Tingkat Provins

Pelatihan Enumerator Survel Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019 Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berlangsung di
Kampus Universitas Riau Kepulauan Batam dari tangga 13 - 24 Me 2019, Tujuan
diadakan pelatihan ini adalah untuk membangun jearing sebagai penyambung informasi
kepada masyarakat serta memberikan informasi terbaru mengena  program
kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan
meningkatkan pemahaman serta menyamakan perseps tentang isi kuisioner SKAP 2019.

Survel Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019, sebenarnya merupakan survel
tahunan yang dahulu dikenal dengan istilah survei RPIMN. Survei ini mengukur

indikator kinerja yang sasarannya terdapat dalam Rencana Strategis BKKBN. Survei ini
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bersifat nasional yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, representatif provinsi
dan nasiona. Survei ini sgak tiga tahun terakhir mengalami penambahan beberapa
pertanyaan, khususnya yang berkaitan dengan issu kependudukan dan delapan fungsi
keluarga. bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan
remaga/mahasiswva dalam memberikan informasi yang tepat serta mampu melakukan
konseling terkait program generasi berencana.

41. Jumlah pembinaan dan pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga
fungsional)

Redlisas output teresebut sudah baik, sudah mencapai 100%. Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi yang terdidik dan terlatih menjadi
sangat penting dalam mendukung pencapaian keberhasilan program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Bidang Pelatihan dan Pengembangan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau berusaha keras dalam melakukan peningkatan
pencapaian tenaga terlatih. Selain itu, diupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan
pelatihan melalui keikutsertaan pengelola bidang latbang dalam TOT dan Pelatihan lainnya.
Pada tahun 2019, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut SDM terlatih melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Latbang Perwakilan
BKKBN Provins Kepulauan Riau di tahun 2019 :
a. Persentase Toga, Toma, LSM dan Mitra Kerja yang terlatih.

b. Kegiatan ini betujuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, dan tokoh Adat daam melakukan KIE dan Advokas
mengenai Program KKBPK kepada masyarakat.

c. Jumlah TenagaLini Lapangan Program KB yang mengikuti kegiatan Refreshing.

Pelatihan refreshing yang dilaksanakan pada beberapa tahun adalah :
Refreshing Program KKBPK bagi PKB/PLKB

Kegiatan refreshing berupa kegiatan mengulang kembali materi-materi dan praktek yang
telah diberikan pada pelatihan-pelatinan sebelumnya dengan harapan dapat
meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan PLKB dalam memantapkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyuluh KB di wilayah tugasnya. Pada
tahun 2019.

Pelatihan Sertifikasi PKB/PLKB
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Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan PKB/PLKB di
wilayah Provins Kepulauan Riau dalam mengikuti sertifikas Penyuluh KKBPK.
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua angkatan pada bulan Juli dan bulan Agustus
2019 diikuti oleh 22 orang.

Jumlah Penyuluh KKBPK yang telah mengikuti pelatihan teknis

Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
menyelenggarakan 7 (tujuh) pelatihan teknis pada tahun 2019, yaitu :

Pelatihan Teknis Penyusunan Angka Kredit

Pelatihan Teknis Penyusunan Angka Kredit dilaksanakan pada tanggal 29 Maret
2019 sampai dengan 3 Juli 2019 diikuti oleh 22 orang Penyuluh KKBPK. Pelatihan
ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Penyuluh KKBPK
dalam mengumpulkan angka kredit yang dalam jumlah tertentu memenuhi syarat
kenaikan pangkat.

Pelatihan Teknis Pengolahan dan Analisis Data Lapangan PLKB

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta
dalam mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil pengelolaan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lapangan.
Pelatihan ini yang diselenggarakan pada bulan September 2019 diikuti oleh 22 orang
PLKB dari kabupaten Natuna dan kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau.
Pelatihan Pemetaan Indikator Program KKBPK Melalui Aplikasi Dev-info

Pelatihan ini bekerjasama dengan bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan
BKKBN Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan pada bulan Mel 2019 diikuti oleh
22 orang peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap dan keterampilan pesertaterkait penggunaan aplikasi Dev-info untuk pemetaan
indikator Program KKBPK.

Diklat Fungsional Dasar Bagi PKB PNS

Selama dua tahun, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
mengikutsertakan PKB.
Pelatihan Teknis Advokas dan KIE bagi Pengelola Program KKBPK

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
Pengelola Program KKBPK dalam melakukan advokasi ke pemangku kebijakan dan
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menyampaikan KIE ke masyarakat. Hampir setiap tahun Bidang Latbang Perwakilan
BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menyel enggarakan pelatihan Teknis Advokasi dan
KIE.

a) Pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi Pengelola Kampung Keluarga Berencana
Pelatihan ini diselenggarakan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo
mengenal  pembentukan Kampung Keluarga Berencana pada tahun 2016. Tahun
2019, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau
menyel enggarakan pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi Pengelola Kampung KB
sebanyak 2 (dua) angkatan yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang pada
angkatan pertama dan 24 (dua puluh empat) orang pada angkatan kedua. Pelatihan ini
dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2019.

b) Pelatihan Teknis Non Medis Bagi Tenaga Klinik
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas
pencatatan pelaporan pelayanan KB dalam melakukan pencatatan dan pelaporan
pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

C) Pelatihan Konselor Sebaya

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan
remaja/mahasiswa dalam memberikan informasi yang tepat serta mampu melakukan

konseling terkait program

42.  Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di provins yang
dimanfaatkan
Pada indikator ini Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau diberikan target 3
dokumen, dan telah tercapai 100%, yaitu
a.  Kagian Umum Kependudukan
b. SKAP
c. Profil Kependudukan
Hasil pendlitian Program KKBPK dengan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi
kebutuhan penelitian yang timbul dari permasalahan operasional program KKBPK di
lapangan dan hasil diskusi pakar tentang isu terkini yang harus menjadi perhatian dalam

pel aksanaan Program KKBPK. Melaui mekanisme hasil pendlitian tersebut, para mitrakerja

Perguruan Tinggi diharapkan dapat berpartisipai melakukan kagian/penelitian program
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KKBPK yang dapat digunakan sebagal bahan referensi bagi para stakeholders pada saat
merumuskan kebijakan dan pengembangan program KKBPK

43.  Jumlah hasil hasl penelitian dan pengembangan program (KKBPK) yang

dimanfaatkan

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau diberi target 3 pada indikator kinerja
ini, dan telah tercapai 3. Hasil hasil pendlitian ini yaitu SKAP, Proyeksi Kependudukan dan
Provil Kependudukan. SKAP adalah Survei Kinerja Kinerja dan Akuntabilitas
Program(SKAP), survei berskala nasional, yang dirancang representatif yang dapat
memberikan gambaran estimasi parameter tingkat provins dan digunakan untuk evaluasi
terhadap pelaksanaan Program KKBPK yang sedang berjalan .

Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)

Tabel 111.A.44.1.
Target dan Realisas Proyek Pro PN
Tahun 2019
INDIKATOR TARGET  REALISA % | KETERANGAN

44 | Pemenuhan Ketersediaan 164 164 100 SUBBID

Alokon di Faskes JALPEMSWA
45 | Promosi dan Konseling 324 332 103 SUBBID

K esehatan Reproduksi KESPRO

Melalui Kelompok Kegiatan
46 | Keluarga yang memiliki 2,918 2,918 100 SUBBID

Baduta Terpapar 1000 HPK KETAHANAN
47 | Penguatan Peran PIK Remaja 236 236 100 SUBBID

dan BKR dalam Edukasi KETAHANAN

Kespro dan Gizi bagi Remaja

Putri sebagai Calon Ibu

44. Pemenuhan Ketersediaan Alkon di faskes
Pemenuhan ketersediaan alkon di faskes dapat terpenuhi  sgumlah 164 faskes se-
Provins Kep. Riau. Dimana kegiatan yang mendukung pencapaian target ini antaralain:
a. Pengadaan Pemenuhan Alokon, antaralain implant, [lUD, dan kondom.
b. Pengadaan BMHP
c. Koordinas dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa ke BKKBN Pusat dan pemerintah
Provins Kep. Riau.
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d. Koordinas Pemenuhan Kebutuhan Alkon/Alkes Tk Kab/K ota

45. Promosi dan Konseling kesehatan Reproduks melalui kelompok kegiatan

Perwakilan BKKBN Provinsi kepulauan Riau tahun 2019 mendapatkan target sebesar
324 pada indikator kinerja dan telah tercapai sebesar 332 atau senilai 103 %. Keberhasilan
ini merupakan Strategi yang telah dialakukan melaui:

1. Melakukan sosidisasi tentang kesehatan reproduksi di kelompok kelompok kegiatan ( (
pada BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja)

2. Mendistribusikan materi-materi kesehatan reproduksi di kelompok?2 kegiatan.

3. Sosidisasi Kesehatan reproduksi melalui media sosial yang banyak disukai oleh
masyarakat.

46. K eluarga yang memiliki baduta ter papar 1000 HPK

Untuk mengukur capaian ini dilakukan dengan cara menghitung rasio keterpaparan
orangtua yang memiliki bayi di bawah dua tahun terhadap informasi tentang 1000 HPK.
Hasil perhitungan menunjukan angka 2918 dari target 2918 ( 100%). Pencapaian tersebut
tidak terlepas dari gencarnya sosialisasi dan promosi penyiapan generasi emas melalui 1000
HPK yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Faktor pendukung lainnya
adalah dengan adanya dukungan anggaran yang dimiliki baik yang bersumber dari DIPA
Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau maupun dari Dana Alokasi Khusus Sub
Bidang KB.

47.  Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam edukas kespro dan gizi bagi

remaja putri sebagai calon ibu

Keberadaan Kelompok PIK/R dan Kelompok BKR telah memberikan pengaruh
positif terhadap program remajaterkait . Hal ini dapat dilihat dari capaian Peran PIK R dan
Kelompok BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai calon ibu telah
terlaksana di 236 Kelompok.

Penguatan Peran PIK remagja dan BKR ini memberikan informasi tentang kesehatan
reproduksi remaja mencakup pengetahuan mengenai masa subur, umur menikah dan

melahirkan, anemia, dan HIV/ AIDS serta pengetahuan tentang narkoba, strategi yang
dilakukan antaralain:




LAKIP 2019

a  Mengoptimakan peran Pendidik Sebaya PIK Remaga bailk yang ada di sekolah
maupun masyarakat serta para Duta GenRe dalam melakukan sosialisast KRR

b. Meningkatkan Sosialisas KRR dengan melibatkan peran guru bimbingan konseling
sebagai pembina PIK Remaa

c. Sosidisas KRR melalui poktan BKR dan media sosia yang banyak disukai remaja
(instagram, facebook, youtube dan sebagainya)

Indikator Strategisdi Luar Renstra

Tabel 111.A.48.1.
Target dan Realisas Indikator Strategisdi Luar Renstra
Tahun 2019
INDIKATOR @ REALISA | % @
2019 Sl

48 | Persentase BMN yang telah 100 240300588 | 98 58 KEﬁlﬁ%AA?\I .
dltetapkan g:atus (24.375.255.085) SMN
penggunaannya

49 | Level maturitas penilaian 3.0 2,98 99,3 SUBBAG
mandiri Sistem Pengendalian | (level 1-5) UMUM
Intern Pemerintah (SPIP)

50 | Persentase Kampung KB 65 92 109,7 SUBBID
yang telah memiliki (82) ADVOKASI
Kelompok Kerja (POKJA)

Kampung KB

51 | Jumlah Kampung KB 7 7 100 SUBBID
Percontohan Tingkat Kab dan ADVOKASI
Kota

52 | Persentase Kab dan Kota 50 54 200 BB
yang melaksanakan @7) KETAHANAN
Pembinaan PPKS secara
komprehensif di Kecamatan

53 | Persentase Kepala Keluarga 100 378,378 | 91,99 SUBBID
(KK) terdatadalam (420,420 KK DATIN
Pendataan Keluarga KK)

54 | Persentase cakupan potensi 50 144 14,44 SUBBID
Faskes dan Poktan yang (997 DATIN
teregister dalam database faskes)

SIGA

55 | Persentase peta kompetensi 60 27 peg 93 SUBBAG
PNS (29 UMUM

peg)

56 | Tingkat internalisasi budaya 3.0 3 100 SUBBAG
CETAK TEGAS yang (Skala UMUM
dimiliki oleh PNS di BKKBN 1-5)

Provins
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48. Persentase BM N yang telah ditetapkan status penggunaannya

Setiap instans menghendaki adanya pengelolaan keuangan dan BMN (Barang Milik
Negara) yang akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatuhan. Pada tahun 2019
realisasi sudah cukup baik, sudah mencapai 98,58%. Hal ini dikarenakan ada 1 aset berupa
mobil dinas jabatan yang masih dalam proses penetapan status penggunaannya. Beberapa
kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung output pengelolaan keuangan dan BMN

antaralain:

a. Rekonsiliasi (Penyamaan Data) laporan keuangan keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN) bak di internal BKKBN, tingkat wilayah dengan KPPN dan KPKNL serta
rekonsilias tingkat nasional dengan eselon | BKKBN yang dilaksanakan setiap
semesteran

b. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan, dilaksanakan untuk mempersiapkan penyusunan
laporan keuangan setiap semesteran dengan narasumber dari Kantor Wilayah Dirjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau agar laporan keuangan akuntabel, kredibel dan
memenuhi standar kepatuhan.

c. Peningkatan kapasitas pelaksana anggaran dan barang balk di provins maupun
kabupaten/kota melalui (1) kegiatan forum pembinaan pelaksanaan anggaran dengan
narasumber dari BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan KPPN Kota Batam;
(2) pelatihan pengelola/operator SAKPA dan SIMAK BMN peningkatan pengetahuan
dalam pengel olaan keuangan dan BMN yang diselenggarakan olen BKKBN Pusat.

49. Level Maturitas penilaian mandiri SPIP

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan SPIP dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bak. Penerapan SPIP diukur
menggunakan tingkat/level maturitas SPIP. Target SPIP yang ditetapkan pada perjanjian
kinerja adalah 3,0. Berdasarkan penilaian SPIP yang dilakukan oleh BPKP diketahui skor
maturitas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau adalah 2,98. Hal ini berarti
penyelenggaraan SPIP telah mencapai level terdefinisi. Beberapa kegiatan yang mendukung
kegiatan SPIP telah dilaksanakan perwakilan BKKBN Provins kepulauan Riau diantaranya
sosidlisasi SPIP, Sosialisasi ZI WBK oleh Inspektorat Utama BKKBN dengan seluruh
karyawan, Pembentukan Pokja SPIP dan ZI WBK.
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50. Per sentase kampung KB yang memiliki pokja kampung KB

Di provins Kepri telah terbentuk sebanyak 126 Kampung KB dan 90 diantaranya
sudah memiliki pokja, dengan kata lain, capaian di tahun 2019 sudah baik, sudah mencapai
109% dari target 82 Kampung KB. Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah program
bidang kependudukan yang sgaan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah
(Nawacita) butir 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dimana
merupakan tempat terintegrasinya program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Lingkup
kegiatan kampung KB tidak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK sgja, melainkan
ada kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembangunan
permukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Maka pada
pel aksanaan Kampung KB, lintas sektor dilibatkan secara aktif.

Ada lima faktor utama keberhasilan Kampung KB, yakni komitmen kuat dari pemangku
kebijakan di semua tingkatan, integrasi lintas sektor, optimalisasi fasilitas dan dukungan
mitra kerja, semangat dan dedikasi pengelola kampung KB, termasuk petugas lini lapangan
KB dan partisipas masyarakat. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan, ungkapan ini bisa
digunakan untuk menggambarkan pentingnya keterlibatan semua pihak, terutama lintas
sektor dalam implementasi kampung KB, bukan hanya peningkatan capaian KB sgja yang
akan dilihat, melainkan juga capaian bidang lainnya seperti kesehatan, sosia ekonomi,
pendidikan. Maka dari itu, dalam menjalankan program Kampung KB semua pihak perlu
dilibatkan baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, dan
swasta. Semua berperan penting dan saling berkaitan satu samalain dimula dari menyusun
regulasi/peraturan pendukung, memfasilitas, hingga mendampingi masyarakat dalam

menjaankan program di lapangan,

51. Jumlah kampung KB per contohan tingkat kabupaten kota

Pada indikator ini Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau diberi target 7
kabupaten kota, dan telah tercapai 7 atau 100%, dengan harapan dapat menjadi role model
bagi Kampung KB yang lainnya, bahkan secara nasional.

52. Persentase kabupaten dan kota yang melaksanakan pembinaaan PPKS secara

komprehensif di kecamatan
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Output yang teredlisasi pada tahun 2019 sudah baik, bahkan sudah mencapa 200%
dari target yang ditentukan. Jumlah PPK S yang terbentuk adalah sebanyak 54 dan semuanya

sudah melaksanakan pembinaan secara komprehensif di kecamatan.

53. Persentase kepala Keluar ga terdata dalam pendataan Keluarga

Pelaksanaan pendataan keluarga didasarkan pada Undang undang no 52 tahun 2009
tentang perkembangan kependudukan dan pendataan Keluarga Sejahtera. Dalam Sistem
Informasi Mang emen program KB nasional salah satu kegiatan pengumpulan data dilakukan
melalui sistem pencatatan dan pelaporan pendataan keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk
dapat mendukung pelayanan program dalam penyediaan data dan informasi sehingga data
tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencaan dan evaluasi program KB. Pada Indikator
ini perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau mendapatkan target 100% dan telah
tercapal sebesar 91,99%. Ini merupakan keberhasil untuk Perwakilan BKKBN Provinsi
Kepulauan Riau mengingat kondisi geografis Kepri yang merupakan daerah Kepulauan dan
masih banyak pulau dan daerah yang sangat sulit untuk di jangkau.

54. Persentase cakupan potens faskes dan poktan yang teregister dala database SIGA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) akan
menerapkan sistem informasi yang lebih akuntabel. Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
SIGA akan menjadi data operasiona bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan
intervens terhadap program pemberdayaan keluarga.

Demi membangun sistem data dan informasi yang lebih akuntabel BKKBN
melakukan sinkronisasi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dengan sistem informasi
kependudukan yang menjadi salah satu fokus BKKBN. Fokus lainnya mengintegrasikan data
statistik rutin KKBPK, menjamin ketersedian data programn KKBPK dan menjaga

kerahasiaan individu.

Pada indikator kinerjaini, target yang ditentukan adalah 50% sedangakn realisasinya
hanya tercapai 14,44%. Berikut hal-hal yang menjadi kendal a pencapaian tersebut :
1. Pengelola data dan informasi/petugas RR di kab/kota belum melaksanakan tugasnya
dengan maksimal. Hal ini disebabkan pembagian tugas terkait pengelola data dan informasi
di OPDKB Kab/Kota belum terstruktur dengan baik;
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2. Formulir K.0 masih belum didistribusikan seluruhnya ke tingkat lini lapangan maupun
faskes,

3. Minimnya sosialisasi/orientasi terkait pencatatan dan pelaporan SIGA di tingkat
kecamatan/RT.

Untuk mengakomodir hambatan tersebut, akan diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Advokas terhadap Kepala OPDKB Provins Kepri terkait pentingnya pengelolaan data
dan informasi yang tertata dengan baik secara berjenjang;

2. Dilakukan cek dan ricek formulir di gudang Kab/Kota untuk memastikan
pendistribusiannya;

3. Mengalokasikan kegiatan sosidlisasi tentang Teknis Pencatatan dan Pelaporan pada
kegiatan BOKB.

55. Per sentase Peta kompetensi PNS

Persentase Peta kompetensi PNS, Pada indicator kinerja ini, Perwakilan BKKBN
Provins Kepulauan Riau diberi target 60%, dan telah tercapal sebeesar 93% dengan telah
dilakukan assesmen terhadap 27 pegawai (dari target 29 pegawai) dan pelatihan bendahara
terhadap tiga orang karyawan dan empat orang yang melaksanakan Pelatihan dan memiliki
sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

56. Tingkat internalisasi budaya cetak tegas yang dimiliki oleh PNS

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan target 3.0 pada tahun
2019. Dan telah teredlisas senilai 3, berarti telah tercapapai 100%. Budaya Kerja CETAK
TEGAS berbasis revolus mental dimaksudkan menyelaraskan Gerakan Revolusi Mental
yang telah dicanangkan oleh Presiden Rl Joko Widodo sgiak dilantik menjadi Presiden RI
pada bulan Oktober 2014. Revolus mental adalah satu gerakan untuk menggembleng
manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja,
bersemangat elang rgjawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Gerakan ini dikenalkan oleh Ir.
Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia pada tahun 1957. Revolusi mental

mempunyai tiga pilar uatama yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong.

Integritas adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan, jujur,
terbuka, konsisten antara fikiran dan perbuatan. Sedangkan ikhlas adalah melaksanakan

tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hal ini tentunya sesuai




LAKIP 2019

dengan value integritas dan ikhlas yang dianut oleh BKKBN. Contoh perbuatan yang
bernilai integritas dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari adalah adanya
kebiasaan untuk menyampaikan informasi/data sesuai dengan kondis yang sebenarnya
dilapangan terutama dalam membuat laporan pencapaian KKP, melaksanakan pekerjaan
sesua dengan tugas dan tanggung jawabnya tanpa mengeluh serta memberikan
laporan/menyerahkan pemberian dari mitra kerjalrekanan sesuatu pemberian yang tidak

berhak untuk diterimanya.

Etos Kerja dalam revolusi mental diartikan sebagai sikap kerja yang berorientasi pada
hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara yang
produktif dan inovatif. Orang yang mempunyai etos kerja cenderung akan mempunyai daya
saing yang tinggi dalam bekerja, optimis, inovatif dan produktif. Jika melihat pada value
budaya kerja BKKBN tentunya nilai ini akan kita dapati di value cerdas dan tangguh. Nilai
budaya kerja Cerdas menurut BKKBN adalah mampu bertindak optimal secara efektif dan
efisien dalam menyel esaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Contoh perilaku cerdas yang
dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah menyusun rencana kerja (RK) dan
mel aksanakannya secara tepat guna, sehingg mendorong pencapaian sasaran kerja pegawaia
(SKP) yang optima. Tangguh adalah memiliki semangant pantang menyerah untuk
mencapai tujuan. Contoh perilaku tangguh adalah percaya akan kemampuan diri untuk dapat
menjaankan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa mencari solusi dari permasalahan

yang dihadapi.
B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program Kependudukan dan Keuarga
Berencana Nasional di Provins Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam DIPA Satker
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepuluan Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.
24.414.968.000,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 redlisas anggaran sebesar
95,61% atau sebesar Rp. 23.343.841.428,-.

Tabe 111.B.1
Perbandingan Anggaran dan Realisas Tahun 2019

URAIAN ANGGARAN | REALISAS! |

;?ra‘l’;’ak”a” BKKBN Provins Kepulauan , 414 968,000 23.343.841.428 95,61%
Sumber : DIPA Perwakilan BKKBN Prov. Kepri & Omspan
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Gambar 111.B.1
Grafik Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau TA. 2019

96,51 %

Gambar 111.B.2
Peringkat Serapan Anggaran Menurut Sub Kegiatan

Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK
Pengawasan Provinsi

Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi...
Pelatihan Pengembangan Provinsi

Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi
Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Pengendalian Penduduk Provinsi

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui...

Dukungan kegiatan Manajemen/ Sekretariat Provinsi

96,51 %
== 90%

Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Provinsi

Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes

85,08%

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi I 77,(%8%

|
0,00% 20,006 40,006 60,006 80,006 100,00% 120,00%

: Redlisasi Provins — — — — @ Target Serapan Anggaran

Penyerapan anggaran sudah cukup baik, dari 12 sub kegiatan hanya 3 sub kegiatan
sgja yang redlisasinya dibawah ratarata realisas provins, yaitu pada Sub Kegiatan
Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Provinsi, Sub Kegiatan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi (Penggerakkan KB MKJP) dan Pemenuhan Ketersediaan Alokon di
Faskes.

Pada anggaran Sub Kegiatan Advokasi, Penggerakan, dan Informas Provins
realisasi sudah diatas target nasional namun masih dibawah rata-rata realisasi provins hal ini
disebabkan antara lain pelaksanaan PBDKI (Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia)
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tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh semua kab/kota sesual dengan target yang telah
ditetapkan, baik operasiona di lini lapangan maupun input data pada aplikasi pendataan
keluarga. Pada Sub Kegiatan Penggerakkan KB MKJP yang sistemnya secara klaim
terkendala karena unit cost dana yang tersedia relatif kecil, sehingga provider/faskes terbatas
untuk dapat melayani kontrasepsi. Sedangkan pada anggaran Pemenuhan Ketersediaan
Alokon di Faskes, redlisasi tidak maksima merupakan efisiensi/penghematan atas pembelian
aokon yang sudah dilaksanakan (dengan dana yang lebih kecil dari jumlah yang
dianggarkan dapat terpenuhi kebutuhan alokon sesuai dengan unit volume/kuantitas yang
dibutuhkan / lebih efisien).

Rincian penyerapan anggaran untuk masing-masing sub kegiatan tersgji pada tabel
berikut :

Tabd I11.B.2
Capaian Kinerja Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019

SUB KEGIATAN ANGGARAN!| REALISAS
Pengendalian Penduduk Provinsi 798.940.000 794.222.521 99,41%

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduks ~ 1.475.562.000 1.146.194.841 77,68%

Ketahanan ~ Keluarga dan  Pemberdayaan | o5 040000  1.222.042.517 99,65%
Keluarga Provins

Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Provinsi  3.943.066.000 3.557.989.499 90,23%
Dukungan kegiatan Mangjemen/ Sekretarial 1, 119 419 000 11.990.602.743  98,94%

Provins

Pengawasan Provinsi 88.000.000 87.886.154 99,87%
Pelatihan Pengembangan Provins 703.848.000 701.772.410 99,71%
Penelitian dan Pengembangan Provinsi 720.712.000 717.353.093 99,53%
Pemenuhan K etersediaan Alokon di Faskes 1.409.911.000 1.199.573.741 85,08%

Promos dan Konseling Kesehatan Reproduksi
melalui Kelompok kegiatan
Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000
HPK
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam
Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri 1.285.178.000 1.283.419.909 99,86%
sebagai calon ibu

TOTAL ANGGARAN 24.414.968.000 23.343.841.428 95,61%

119.000.000 118.100.000 99,24%

525.000.000 524.594.000 99,92%
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C. KINERJA DAN CAPAIAN LAIN

C.1 Kemitraan

Selain melaksanakan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis, sasaran
program dan sasaran strategis di luar Renstra, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulaun Riau
juga melaksanakan kegiatan lain yang sifathya membangun kemitraan dalam rangka
menggalang komitmen pemangku kepentingan agar mendukung pelaksaanaan program
KKBPK. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi bersama mitra kerja dari
pusat dan provins yaitu Sosidisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra, Sosiaisas
Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja, Sosialisasi dan Pengembangan
Program Lini Lapangan di Kampung KB Bersama Mitra Kerja serta Promos Pelayanan KB
dan KR Berkualitas dalam Era JKN bersama Mitra Kerja. Sasaran dari kegiatan tersebut
beragam, mulai dari remagja yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat, kader dan
masyarakat di Kampung KB. Secara umum kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dapat
selesai tepat waktu. Selain itu dukungan dan komitmen dari OPD kabupaten/kota yang
menjadi lokasi kegiatan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan
kegiatan.

Selain Itu dalam penggalangan komitmen dengan mitra kerja Perwakilan BKKBN
Provins Kepri telah melaksanakan Nota Kesepahaman ( MOU ) dengan beberapa instasi
yaitu :

Rumah Sakit Budi Kemuliaan

RSB Kasih Sayang Ibu

RS TNI AL dr Midiyato, Tanjungpinang
RSAI Mutiara Aini

RSB Budi Rosari

RS Harapan Bunda

RS Awal Bros

RS Graha Hermine Batam

© 0o N o 0 b~ W NP

PT. Tunas Karya
. PT. Jamsostek
. PT. Sat Nusa
. IDI Provinsi Kepri
. POGI Provins Kepri
. I1BI Provinsi Kepri

I i o e
A W N R O
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15. RS Pembantu 01 08 03 Batam

16. Asklin Provinsi

17. Klinik Valley Batam

18. RSIA Frisdhy angel

19. RSIA Permata hati

20. Kepolisian daerah Kepulauan Riau

21. Universitas Riau Kepulauan ( UNRIKA )

22. Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan ( BPKP)
23. Badan Narkotika Nasional (BNN)

24. Sekolah Tinggi Kesehatan Awal Bross

25. Universitas Internasional Batam ( UIB )

26. Universitas Batam ( UNIBA)

27. Fakultas Sosia Politik Universitas Rga Ali Haji
28. Persatuan Perahu Motor Sangkut

29. Organisasi Penambang Perahu Motor

C.2Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,
efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap
regulas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pengukuran kinerja dengan IKPA bertujuan untuk : (1) menjamin kelancaran
pelaksanaan Anggaran; (2) mendukung managemen kas; (3) Meningkatkan kualitas laporan
keuangan (LKKL/LKPP).

Berdasarkan data pada aplikasi Omspan (Monev PA) pada Bulan desember 2019
menunjukan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Perwakilan BKKBN
Provins Kepulauan Riau sebesar 98,93.

Perolehan nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau pada TA. 2019
menunjukkan bahwa dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek
pertanggungjawaban telah sesua dengan kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran.yaitu
kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan

terhadap regulasi, dan efisiensi pel aksanaan kegiatan.
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Gambar 111.C.1
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

NILAI TOTAL — 98,93 IKPA S/D 31 Desember 2019

12 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

100

Penyelesaian Perencanaan Realisasi Dispensasi
Tagihan Kas Anggaran i SPM

Sumber : Aplikass OMSPAN Tahun 2019
C.3Monev SMART

Monev SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungs untuk
mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Dengan aplikasi ini, diharapkan
proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran menjadi Iebih sederhana, terupdate
secara online, data lebih akurat. Nilai pencapaian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
pada tahun 2019 adalah sebesar 89,59 seperti yang tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar I11.C.2
Dashboard Pencapaian Kinerja Aplikass SMART

Pencapaian Kinerja

89.59

Pencapaian Kinerja

Tahun Angyaran. 2019
150 %

95.61 a9 43

50%
6.18
0% —

sistensi RPD A Korsizseensi R0 Akhir <eluaran KegiaEn Efisiznsi

n Kegiztan diukur zlisasi volume kelu RVE ddan indikator keluaran kegiatan (RIKK)
dcrgan menggunakan fo rmul rata r.nacl oMz trk

Sumber : Aplikasi e-Monev SVIART Kemenkeu Tahun 2019
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C.3 E-Monev Bappenas

Aplikass E-Monev Generas Il verss 3.0 merupakan salah satu instrument
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) yang digunakan untuk
menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana
pembangunan. Data dan informas hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk
melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan.

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau telah melaporkan pemantauan dan
evaluas pada tahun 2019 melalui aplikasi emonev Bappenas seperti terlihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar I11.C.3

Tampilan Layar Emonev Bappenas

o
@M NEV 1 BERANDA

& USERKE

ELECTRONIC MONITORING & EVALUATION

#&  Bennd:

B SATKER 666798

% Pemariaun ! FERAWAAILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA EERENCANA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
O  Prativjau Laporan
& Cefak Laporan +

KINERIA SATKER BERDASARKAN AKUNTABILITA' KEPATUHAN PELAPORAN
& Undun Dala Exzzl

® ) © 0 ® @ © © @ © ) O]

HOE % 1080 % 1005 o 08 W0 1005 o000 s gl b 00 g M ]

Sumber : Aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2019
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BAB IV
PENUTUP

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019, maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungs Perwakilan BKKBN Provins Kepulauan Riau telah dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Apabiladilihat dari pencapaian sasaran, secara umum hasil pelaksanaan program tahun 2019
sudah cukup memuaskan. Selain dari paparan realisasi perjanjian kinerja seperti uraian di
atas, pencapaian kinerja Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau juga bisa
dilihat pada aplikass SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dimana
pencapain kinerja sampal dengan Desember 2019 mencapa 89,59%. Disamping itu, nila
IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) Satker sampa dengan Desember juga cukup
menggembirakan, yaitu 98,93%.

Beberapa kendala yang menyebabkan beberapa sasaran belum tercapai antaralain :

1. Belum maksimalnya penggarapan penggerakan pelayanan KB di era SISN;

2. Perlunya peningkatan KIE dan penggarapan yang segmentatif mengenai penggunaan
alat/metode kontrasepsi yang rasional dan efektif untuk mengurangi angka Unmet need;

3. Belum optimalnya komitmen/dukungan pemangku kepentingan di  daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap Program KKBPK;

4. Belum optimanya kualitas SDM petugas pengelola program KKBPK serta belum
maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan anggaran program KKBPK oleh OPD KB
Kab/Kota

Mengingat tahun 2019 merupakan tahun kelima RPIJMN 2015-2019, maka upaya keras

dibutuhkan untuk mencapal indikator sasaran strategis. Sementara itu upaya untuk

menurunkan Unmet need juga masih perlu ditingkatkan meskipun capaian saat ini masih
dalam batas toleransi dan optimis untuk dapat dicapai pada tahun selanjutnya. Oleh karena
itu perlu adanya langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk pelaksanaan Program

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kepulauan Riau,

khususnya di Tahun 2019, dengan pembelgjaran melihat pada berbagai pengalaman di tahun

2019. Beberapa saran/upaya perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses, sarana dan prasarana pelayanan progran KKBPK termasuk
pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontraseps ke seluruh faskes;

2. Méaksanakan KIE yang lebih komprehensif dan yang lebih mendarat kepada
masyarakat sehingga dapat dipahami sesuai segmentasi sasaran dan kebutuhan di semua
tingkatan wilayah;
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3. Meningkatkan komitmen/dukungan pemangku kepentingan di daerah
(Provinsi/Kabupaten/K ota) terhadap Program KKBPK di Provinsi Kepulauan Riau;

4. Meningkatkan kapasitas SDM baik pengelola di provinsi, kab/kota, provider, Penyuluh
KKBPK, maupun kader PPKBD dan Kader Poktan serta optimalisasi pemanfaatan

anggaran di daerah. .
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PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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